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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PT Bosowa 
Mining terhadap pemulihan lingkungan di kabupaten Maros berdasarkan undang-
undang No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pokok masalah 
selanjutnya di-breakdawn ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, 
yaitu: 1) bagabimanakah pertanggungjawaban PT. Bosowa Mining terhadap 
pemulihan lingkungan dikabupaten Maros?, 2) Bagaimanakah pelaksanaan 
pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Bosowa Mining?, 3) 
bagaimanakah pertanggungjawaban pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Bosowa 
Mining terhadap lingkungan di kabupaten Maros?  
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
dilakukan adalah: yuridis normatife (hukum positif) dan yuridis sosiologis. Adapun 
sumber data penelitian ini adalah berkas-berkas perusahaan PT Bosowa Mining, 
masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, karyawan perusahaan PT Bosowa 
Mining, buku-buku karya tilis ilmiah, dan perundang-undangan. Sealanjutnya, 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, obsevasi dan 
dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah daftar pertanyaan, camera, 
pulpen buku dan laptop. Selanjurnya teknik pengolahan data dan analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bosowa Mining telah melakukan 
pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban lingkungan akan tetapi tidak 
sepenuhnya. Bahwa masih ada bekas galian tambang yang ditinggalkan belum 
dilakukan penetupan lupang dan belum maksimalnya penanaman pohon yang sudah 
ditebang akibat opresional dari perusahaan PT Bosowa Mining sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 . 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) pertanggungjawaban sosial yang 
dilakakan oleh PT Bosowa Mining brerupa penerimaan tenaga kerja masyarakat 
sekitar, pemebrian sumbangan. 2) pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup wajib 
dilakukan secara maksimal. 3) pertanggungjawaban pelanggaran wajib dilakukan 
oleh perusahaan berdasarkan kerugian yang didapat oleh masyarakat sekitar dan 






A. Latar Belakang Masalah 
Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara 
manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan 
tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. 
Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan, 
antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati di 
sekelilingnya. Akhirnya tidak terlepas pula pengaruh mempengaruhi antara tumbuh-
tumbuhan yang satu dengan yang lainnya, antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan, 
antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia dan antara tumbuh-tumbuhan dan benda 
mati yang ada disekelilingnya. Penggaruh antara satu komponen dengan lain 
komponen ini  bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu 
golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda. 
Suatu peristiwa yang menimpa diri seseorang dapat disimpulkan sebagai 
resultante pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia 
ke dalam suatu kondisi tertentu sehingga wajar jika manusia tersebut kemudian juga 
berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya, dan 
sampai seberapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh sebab itu, 
berkembanglah apa yang dinamakan ecology, yakni ilmu yang mempelajari 







 Demikian pula halnya dengan manusia yang hidup di planet 
bumi, mereka mempunya daya penyesuaian diri atas perubahan-perubahan yang 
terjadi pada lingkungan pada setiap waktu, tempat, dan keadaan tertentu secara 
evolusi atas dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri.
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 Di abad ke-6 
Masehi, seiring dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW  yang di ikuti dengan 
turunnya ayat-ayat Alquran menunjukkan bahwa agama Islam menunjukan prinsip-
prinsip etika lingkungan yang merupakan wujud nyata kekuatan moral untuk 
pelestarian daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana antara lain terdapat dalam: 
QS al-A’raf / 7:56 
                            
      
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”3 
 
Tafsirnya: 
ya’ni: sesudah allah menjadikan alam ini dengan cara yang sesuai dengan 
kemaslahatan makhluk ayat ini mencegah kita membuat menimbulkan sesuatu 
kerusakan di bumi, baik terhadap jiwa, akal maupun lain-lain.
4
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Pertumbuhan dan perkembangan hukum lingkungan dewasa ini semakin 
pesat, sejak dicetuskannya kebijaksanaan lingkungan global yang bermula dari 
takesadaran lingkungan manusia sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Stockholm 
1972 ( “United Nations Conference on The Human Environment”) di Swedia telah 
melahirkan beberapa prinsip,
5
 berikut adalah prinsip – pinsip dari Deklarasi 
Stockholm 1972, prinsip Pertama: Manusia mempunyai hak asasi terhadap 
kebebasan, kesetaraan dan kondisi-kondisi kehidupan yang memadai, dalam suatu 
lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan 
sejahtera, dan ia memegang tanggung jawab suci untuk melindungi dan memperbaiki 
lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Dalam hal ini, kebijakan 
mempromosikan atau mengabadikan apartheid, segregasi rasial, diskriminasi, 
kolonial dan bentuk lain dari penindasan dan pendudukan asing dikutuk dan harus 
dihilangkan. 
Prinsip Kedua: Sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan 
fauna dan khususnya contoh perwakilan dari ekosistem alam, harus dijaga untuk 
kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan dan manajemen 
yang hati-hati, yang sesuai. 
Prinsip Ketiga: Kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya vital yang 
dapat diperbarui harus dipertahankan dan, dimanapun dilaksanakan, dipulihkan atau 
ditingkatkan. 
                                                          





Prinsip Keempat: Manusia mempunyai tanggung jawab khusus untuk 
menjaga dan secara bijaksana mengelola warisan satwa liar dan habitatnya, yang 
sekarang benar-benar terancam punah oleh kombinasi faktor-faktor yang merugikan. 
Konservasi alam, termasuk satwa liar, harus menerima untuk itu pentingnya dalam 
perencanaan untuk pembangunan ekonomi.
6
 
Hukum lingkungan telah berkembang secara pesat, bukan saja karena 
hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dalam kepastian bagi 
masyarakat (social control) dengan peran “agent of stability” tetapi lebih menonjol 
lagi sebagai sarana pembangunan (a tool of social engineering) dengan peran sebagai 
“agent of development” atau “ agent of change”. Untuk menanggulangi ancaman dan 
bahaya yang sudah timbul dan mencegah timbulnya ancaman baru serta bahaya yang 
lebih besar, maka manusia mulai mempelajari rahasia ekosistem alam dan tata 
pengaturanya, agar ia dapat membetulkan segala kesalahan dan kekeliruan sikapnya 
serta mencegah kesalahan-kesalahan yang lebih lanjut. 
Dasar hukum (Landasan Konstitusional) mengenai lingkungan hidup di 
Republik Indonesia terdapat terdapat didalam Undang-Undang Dasar RI 1945, yaitu: 
Sebagai dasar konstitusional atas peraturan perundang-undangan pengelolaan 
lingkungan hidup dindonesia terdapat dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut: 
 “….Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia….” 
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UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh  unsur  masyarakat 
wajib memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap 




Selanjutnya, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa: 
 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat”8 
 
Pasal 28 H Undang-Undang  Dasar 1945, bahwa lingkuangan hidup yang 
baik dan sehat  merupakan hak asasi setiap orang warga negara Indonesia. 
Ketentuan konstitusional tersebut secara jelas dan dan tegas menetapkan hak 
umum (negara) berhadapan dengan hak pribadi (warganegara) dalam mengusai dan 
menggunakan lingkungan hidup berikut sumberdayanya. Dengan demikian, negara 
wajib melindungi/menjaga lingkungan hidup sehingga rakyat menjadi makmur. 
Pada tanggal 11 Maret 1982 presiden Soehagrto telah mensahkan Undang-
Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan 
lingkungan Hidup, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1982 nomor 12, sehingga sejak waktu itu Undang-Undang tersebut telah mempunyai 
kekuatan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlakunya Undang-Undang itu, 
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tiga bulan tim peringatan dasawarsa lingkungan ke-2 ( The Second Environmental 
Decade) yang menghasilkan Deklarasi Nairobi (1982).
9
 
Pada tanggal 19 Sepetember 1997, Pemerintah Republik Indonesia 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup,  didalam konsiderannya menyebutkan, bahwa kesadaran dan 
kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah 
berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan 
yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 
Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungann bagi 
setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sebagai bagian dari 
perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaharuan 
terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (disingkat UUPPLH), yang berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 3 
Oktober 2009 sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dinyatakan 
tidak berlaku. 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang luas 
kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diikuti oleh 
perubahan yang mendasar dan penambahan subtansi pengaturan yang terdapat dalam 
Undang-Undang ini, antara lain: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
perubahan iklim, dumping, ekoregion, kearifan lokal, masyarakat hukum adat, 
instrument ekonomi lingkungan, ancaman serius, izin lingkungan.
10
 
Mengenai keterpanduan sitem perizinan linggkungan hidup dalam UU-PPLH 
dapat ditelusuri diketentuan umum, pasal 9, sampai pasal 11 tentang Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab V Bagian Kedua tentang 
Pencegahan yakni pasal 14, pasal 15 sampai pasal 18 tentang Kajian Lingkungan 
Hidup Stragis (KLHS),pasal 36 sampai pasal 31 tentang perizinan, dan pasal 123 
serta penjelasan umum. Penjelasan umum angka 2 (dua), sistem yang terpadu berupa 
kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus 
dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah. Selanjutnya 
penjelasan, pasal 2 huruf d, yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan 
berbagai unsur atau menyinergi berbagai komponen terkait, Pasal 1 angka 1 UU-
PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 
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dan makluk hidup, termasuk manusia  dan perilakunya, yang mempengaruhi 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahtraan manusia dan mahluk hidup lain.
11
 
Perlindungan dan pengelolaan lingkuan hidup dalam hal ini adalah upaya 
sitematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkuan hidup dan 
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan yang 
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan 
penegakan hukum ( pasal 1 anggka 2) walaupun pengertian ini lebih mengarah pada 
upaya pengendalian, namun kata “sistematis  dan terpadu”  membuktikan, UU ini 
menghendaki adanya kesatuan sistem hukum dalam rangka pengendalian dan 
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
12
 Selain itu dalam Pasal 74 ayat (1)  
Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah dinyatakan bahwa 
“perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan 
sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan”13. Akan 
tetapi keadaannya berbeda dengan yang seharusnya seperti yang dijelaskan oleh 
undang-undang dan ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana masalah yang didapat di 
daerah perusahaan PT. Bosowa Mining setelah dilakukan  studi  lapangan lansung, 
menurut beberapa narasumber yang diminta penjelasannya mengenai pertanggung 
jawaban PT. Bosowa Mining terhadap pemulihan lingkungan di kabupaten Maros. 
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Masyarakat yang ada di sekitar perusahan tersebut dari hasil wawancara 
menjelaskan bahwa “pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bosowa Mining 
belum dilakukan secara benar dan sepenuhnya. Pertanggung jawaban yang dilakukan 
masih kurang maksimal”14. Kurang maksimalnya pemulihan lingkungan tersebut 
ditandai dengan masih banyaknya kawasan-kawasan yang belum di lakukan 
pemulihan. 
Dari uraian latar belakang di atas, fonomena ini menarik untuk dikaji bagi 
penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk 
skripsi dengan judul “Tanggung Jawab PT. Bosowa Mining Terhadap Pemulihan 
Lingkungan di Kabupaten Maros Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 
2009” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 
terkait dengan judul skripsi yang dibahas adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertanggungjawaban  PT. Bosowa Mining terhadap 
pemulihan lingkungan di Kabupaten Maros? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang dilakuakan 
oleh PT Mosowa Mining?  
3. Bagaimankah pertanggungjawaban hukum yang dilakukan PT. Bosowa 
Mining terhadap lingkungan di kabupaten Maros?  
C.       Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
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Dalam penelitian peneliti memfokuskan penelitiannya pada wilayah 
pertambangan dan masyarakat yang ada disekitar wilayah pertambangan PT. Bosowa 
Mining.  
Adapun deskripsi fokus merujuk pada pertanggungjawaban lingkungan 
merupakan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan dan pelaku perusaha agar 
lingkungan yang sudah ditambang tambang berfungsi sebagaimana fungsinya. 
Pertanggungjawaban lingkungan wajib dilakukan didalam kawasan pertambangan 
tetapi wajib juga dilakukan pertanggungjawaban di sekitar wilayah pertambangan 
seabagai akibat dari aktivitas pertambangan, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009.   
D. Kajian Pustaka 
Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab PT Bosowa Mining Terhadap 
Pemulihan Lingkungan di kabupaten Maros Berdasarkan Undang-Undang No 32 
Tahun 2009”. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa buku 
dan penelusuran internet, yang membahas tentang pertanggungjawaban lingkungan. 
Adapun buku-buku tersebut, yakitu: pertama, buku karaya Koesnandi 
Hardjasoemantri yang berjudul “Hukum Tata Lingkungan” (Yogyakarta: Gajah 
Mada University Press, 2009). Buku ini memfokuskan pembahasannya tanggung 
jawab hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang melakukan pelanggaran 
lingkungan hidup. 
Kedua, buku karya Yuli Permatasari yang berjudul “Pertanggung Jawaban 





merupakan tanggung jawab yang harus dijaga oleh mahluk hidup masa kini tetapi 
juga untuk makluk hikdup masa yang akan datang. 
Ketiga , Agung G Sukantulo dalam artikelnya yang berjudul “pemulihan 
lingkungan hidup” ( 12 Desember 2014). Artikel ini menjelaskan tentang 
pertanggungjawaban lingkungan hidup, menjelaskan tentang fungsi lingkungan dan 
pemanfaatan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban  yang telah dilakukan oleh PT 
Bosowa  Mining terhadap  pemulihan lingkungan di kabupaten maros 
berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahan  2009. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang 
dilakukan oleh PT Bosowa Mining di kabupaten Maros. 
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum yang didapat, jika PT 
Bosowa Mining tidak melakukan petanggungjawaban hukum di 
Kabupaten Maros. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Kegunaan Praktisi 
Penulis harapkan bisa memberikan informasi kepada perusahaan yang 





penambangan, agar pada saat setelah melakukan penambangan bisa 
malakukan pemulihan lingkungan kembali. 
2. Kegunaan Akademik 
Penulis berharap bisa memberikan informasi kepada masyarakat, 
pemerintah, baik pusat maupun pemerintah setempat agar bisa meminta 
pertanggung jawaban kepada perusahan tambang kususnya PT. Bosowa 






TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN  
Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang 
perkembangannya baru terjadi pada tiga dasawarsa akhir ini. Apabla bila 
diakaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek 
lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut 
terggantung dari apa yang dipandang sebagain environmental concern. 
Apabila peraturan tentang perumahan termasuk di dalamnya, maka “Code 
Of Hamurabi” dari sekian abad sebelum masehi merupakan peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup yang ketentuannya yang menyatakan, bahwa 
sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila  ia  membangun rumah 
sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cideranya orang lain.
1
 
Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh yang menjalar 
keberbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang 
lingkungan hidup terjadi setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan 
Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972.
2
 
A. Istilah dan Pengertian Lingkungan 
1. Istilah lingkungan 
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Istilah lingkungan itu diucapkan dan ditulis secara lengkap sebagai 
“lingkungan hidup” 
Dalam bahasa asingnya : 
Bahasa Inggris disebut  : Environment 
Bahasa Perancis disebut  : L’evironnement 
Bahasa Jerman disebut  : Umwelt  
Bahasa Belanda disebut  : Milieu 
Bahasa Malaysia disebut  : Alam sekitar 
Bahasa Tanggalong disebut  : Kapaligiran 
Bahasa Thai disebut   : Sin-vat-lom
3
 
2. Pengertian Lingkungan  
Likungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang 
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme
4
. Lingkungan tidak 
sama dengan habitat. Habitat adalah tempat di mana organisme atau komunitas 
organisme hidup. Organisme terdapat di laut, padang pasir, hutan dan lain 
sebagainya. Jadi habitat secara garis besar dapat dibagi menjadi habitat darat dan 
habitat air.Keadaan lingkungan dari kedua habitat itu berlainan. 
Setiap organisme, hidup dalam lingkungan masing-masing. Begitu juga 
jumlah dan kulitas organisme penghuni disetiap habitat tidak sama. Faktor-faktor 
yang ada dalam lingkungan selain berienteraksi dengan organisme, juga 
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berinteraksi sesama faktor tersebut, sehingga sulit untuk memisahkan dan 
mengubahnya tanpa mempengaruhi bagian lain dari lingkungan itu. Oleh karena 
itu, untuk dapat memahami struktur dan kgiatannya perlu dilakukan pengelolaan 
faktor-faktor lingkungan tersebut. Penggolongan itu dapat dibagi menjadi dua 
kategori yaitu: 
a. Lingkungan abiotik seperti suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, 
air, tanah, api. 




Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan 
lingkungan hidup dari Republik Indonesia mengatakan: “Lingkungan hidup adalah 
kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk 
di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri 
kehidupan dan kesejahteraan manusia serta hidup lainnya. 
Berdasarkan atas pengertian tersebut, lingkungan manusia itu dalam 
hakikatnya dapat kita beda-bedakan menjadi: 
a. Lingkungan “mati” atau lingkungan “fisik” (physical environment); 
b. Lingkungan “jasad-jasad dan mahluk-mahluk hidup” atau “lingkungan 
biologis” (biological environment); 
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Pengaruh dari unsur-unsur alam seperti, iklim, gunung api, gempa bumi, 
banjir dan sebagainya, terciptalah berbagai bentuk lingkungan alami. Pengaruh 
unsur-unsur alami itu tidak ada henti-hentinya. Karena itu, bentuk wajah dan sifat 
atau watak (karakter) dari lingkungan alami itu dalam hakikatnya terus berubah. 
Perubahan-perubahan lingkungan alami itu lebih banyak terjadi setelah manusia 
ikut serta mengelola (menjamak) lingkungan alami.
7
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1, menjelaskan bahwa lingkungan 
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup 
termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 
Organisme-organisme dan lingkungannya berinteraksi terus menerus, dan 
keduanya mengalami perubahan karenanya. Manusia sebagai organisme biotik 
jelas telah melakukann perubahan bersekala besar pada lingkungannya, misalnya 
penarahan hutan hujan tropik untuk pertanian dan penggembalaan, telah mengubah 
pola iklim ini mengubah penyebaran flora dan fauna dalam berbagai ekosistem. 
Ekologi mempelajari hubungan antara tetumbuhan, satwa-satwa, dengan 
lingkungan biologi dan fisik mereka. Lingkungan fisik termasuk cahaya dan panas, 
radiasi surya, kelembaban, angin, oksigen, karbon dioksida, nutrisi-nutrisi dalam 
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tanah, air dan atmosfir. Lingkungan biologi termasuk organisme sejenis maupun 
berlainan.Kesadaran masyarakat terhadap persoalan-persoalan lingkungan yang 
makin meningkat membuat ekologi makin dikenal tetapi sering disalah artikan 
dengan program-program dan ilmu lingkungan. Ekologi menyumbang studi dan 
pengertian tentang persoalan-persoalan lingkungan.
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B. Istilah  dan Pengertian Hukum Lingkungan 
1. Istilah hukum lingkungan 
Istilah atau konsep “hukum lingkungan” merupakan terjemahan dari atau 
setidaknya dapat disejajarkan dengan istilah “Environmental Law” dalam bahasa 
Inggris, yang dalam bahasa Belanda disebut  “Milieurecht” untuk makna yang 
sama. Istilah hukum lingkungan atau Environmental Law ini merupakan istilah 
yang umum dikenal dan digunakan dalam mengungkapkan substansi hukum yang 
dimaksud.Hal ini dapat dipahami terutama karena istilah tersebut mudah diingat, 
enak diucapkan dan praktis,
9
 akan tetapi, jika istilah tersebut dikaitkan secara 
langsung dengan istilah tentang objek yang diaturnya, yakni “Lingkungan Hidup”, 
maka istilah yang lebih lengkap dan sepadan ialah “Hukum Lingkungan Hidup” 
untuk makna yang sama. Demikian pula jika dikaitkan dengan itilah yang 
digunakan oleh Mochtar Kusumaatmaja “Lingkungan Hidup Manusia”10 (untuk 
menyebut lingkungan hidup) yang juga digunakan secara resmi dalam Deklarasi 
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Lingkungan Hidup Manusia, tanggal 16 Juni 1972 yang lazim disebut dengan 
Deklarasi Stockholm ( Stockholm Declaration), yang nama resminya “Declaration 
Of The United Nations Conference On The Human Environment”, maka istilah 
yang selaras ialah “Hukum Lingkungan Hidup Manusia” yang dapat disejajarkan 
dengan istilah “Human Environmental Law” dalam bahasa Ingris.11 
Selain istilah atau sebutan “Environmental Law” (Inggeris) dan 
“Milieurech” (belanda) tersebut, dalam beberapa bahasa, juga ditemui beberapa 
istilah-istilah yang khusus untuk makna yang sama, seperti: Hukum Alam Seputar 
(Sekeliling) (Malaysia); dalam bahasa Takaloq disebut Batas nan Kapaligiran; 
bahasa Thailand: Droit de I’environnement; dan dalam bahasa Jerman disebut 
Umwelstrecht. Dengan demikian, pemilihan istilah untuk menyatakan muatan 
Hukum Lingkungan pada dasarnya terpulang pada pilihan masing-masing 
pengguuna sendiri, yang tentunya punya alasan sendiri. Sama halnya tentang 
“lingkungan hidup” kadang disebut “lingkungan” saja, dan adapula yang 
menyebutnya “lingkungan hidup manusia” untuk makna yang sama.12 
Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan (bestuursrechtelijk 
milieurecht), ke dalam tiga bidang. Yaitu: Pertama, hukum kesehatan lingkungan 
(milieuhygienerechjk). Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang 
berhubungan dengan dengan pemeliharaan kondisi tanah, air, dan udara dengan 
pencegahan   kebisingan, yang kesemuanya dengan latar belakang perbuatan 
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manusia yang diserasikan dengan lingkungan. Kedua, hukum perlindungan 
lingkungan (milieubeschermingsrecht). Hukum perlindungan lingkungan tidak 
mengenai satu  bidang kebijakan, akan tetapi merupakan akan tetapi merupakan 
terdiri dari berbagai perkumpulan dan berbagai peraturan perundang-undangan di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sampai batas tertentu juga dengan 
lingkungan anthrogene. Ketiga, hukum tataruang (ruimtelijk ordeningsrecht), yaitu 
hukum yang berhubungan dengan kebijakan tata ruang, diarahkan kepada 
tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaikk antara 
ruang dan kehidupan masyarakat. 
Secara sederhana Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa  hukum 
lingkungan adalah “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup” dilihat dari 
orientasi pengaturan hukumnya. Hukum lingkungan dibedakan antara hukum 
lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern adalah hukum yang berorientasi 
kepada lingkungan (use-oriented law), sedangkan hukum lingkungan modrn adalah 
adalah hukum yang berorientasi kepada lingkungan (environmental-oriented law). 
Hukum lingkungan klasik bertujuan untuk menjamin penggunaan dan ekploitasi 
sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia 
guna mendapat hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-
singkatnya. Sebaliknya hukum lingkungan modern bertujuan untuk melindungi 
lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin 
kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi 





klasik bersifat sektoral, kaku, dan mudah ketinggalan zaman. Sebaliknya hukum 
lingkungan modern bersifat utuh menyeluruh (komprehensif integral), dan lues 
atau fleksibel sesuai dengan dinamika ekosistem.
13
 
2. Pengertian Hukum Lingkungan 
Pengertian hukum lingkungan yang termuat dalam ketentuan pasal 1 ayat 
(1) UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup 
yang telah diperbaharui dengan UU Nomer 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, sama dengan pengertian istilah lingkungan itu sendiri,
14
 dalam 
ketentuan pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan 
hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk 
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan 
perikehidupan dan kesejahtraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
15
 
Menelaah dengan seksama pengertian di atas, maka unsur lingkungan yang 
memiliki keistimewaan adalah dimasukkannya manusia dan perilaku sebagai 
komponen lingkungan. Mengapa manusia dan perilaku manusia dimasukkan ke 
dalam komponen lingkungan? Hal ini mengandung arti bahwa manusia tanpa 
perilakunya, tidak mungkin bisa membawa lingkungan kearah kerusakan atau 
pencemaran.Walaupun dalam kenyataannya kerusakan lingkungan terjadi akibat 
alam, misalnya gempa, banjir, dan sebagainya, kerusakan dan penncemaran 
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lingkungan yang terjadi hampir dipastikan diakibatkan oleh adanya ulah atau 
perilaku manusia itu. 
Sitti Sundari Rangkuti menyatakan hukum lingkungan menyangkut 
penetapan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan dimasa mendatang serta dapat 
disebut “hukum yang mengatur tatanan hidup”. Hukum lingkungan adalah hukum 
yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan mahluk hidup 
lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang termuat dalam 
hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam 
hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.
16
 
Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan 
hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mengatasi dan mencegah 
masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang pembidangan dalam hukum 
lingkungan, tampaknya di antara para sarjana tidak terdapat kesamaan pandangan. 
Van den Berg membagi  hukum lingkungan ke dalam lima bidang
17
, yakni: Hukum 
Bencana (Rampenrecht); Hukum Kesehatan Lingkungan 
(Milieuhygienerecht);Hukum Tentang Sumber Daya Alam (Rech betreffende 
natuurlijke rijkdommen) atau Hukum Konservasi (Natural Resources Law);Hukum 
tentang pembagian Pemakaian Ruang (Recht betreffende de verdeling van het 
ruimtegebruik) atau Hukum Tata Ruang ; danHukum Perlindungan Lingkungan 
(Milieubeschermingsrecht)  
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Memerhatikan perkembangan yang ada, menurut Koesnandi 
Hardjasoemantri, ruang lingkup hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi 
aspek-aspek sebagai berikut:   
a. Hukum Tata Lingkungan. 
b. Hukum Perlindungan Lingkungan 
c. Hukum Kesehatan Lingkungan 
d. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya 
pecemaran oleh industry, dan sebagainya) 
e. Hukum Lingkungan Tradisional atau Internasional (dalam kaitannya 
dengan hubungan antarnengara) 
f. Hukum Sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya 
penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya) 
 Hukum Tata Lingkungan merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas 




 Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan 
kebijaksanaan di bidang kesehatan linkungan dan wujud strukturalnya meliputi 
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 Hukum Pencemaran Lingkungan merupakan hukum yang memiliki 
pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran.Wujud pola 
hukum pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, tanah seperti PP 
No. 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3. 
 Hukum Lingkungan Internasional merupakan instrument yuridis dalam 
pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya 
melintasi batas Negara. Lapangan hukumnya meliputi hukum lingkungan perdata 
nternasional dan hukum lingkungan pidana internasional seperti yang terdapat pada 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Linkungan Hidup. 
 Hukum Perselisihan Lingkungan nerupakan hukum yang mengatur 
prosedur pelaksaan hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan seperti 
yang diatur di UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
20
 
Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup hukum lingkungan 
sebagaimana diuraikan di atas, jelas sekali bahwa tidak ada perumusan pengertian 
yang sama tentang hukum lingkungan, tentang sudut pandang dan materi muatan 
yang menjadi ruang lingkup hukum lingkungan itu sendiri, secara umum dapat 
dikatakan bahwa hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan hukum (legal 
rules) baik sedang berlaku (ius constitutum) maupun yang diharapkan berlaku (ius 
contituendum) yang bertujuan menata lingkungan. Penataan lingkungan ini 
mengandung makna bahwa yang ditata adalah hubungan antara manusia dengan 
lingkungannya, baik dengan lingkungan makhluk hidup lainnya (flora,fauna, dan 
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organisme hidup lainnya) maupun dengan lingkungan alam atau fisik. Oleh karena 
itu, kurang tepat jika hukum tata lingkungan dijadikan bagian atau salah satu aspek 
dari hukum lingkungan. Bukankah semua aspek atau bagian dari hukum 
lingkungan bertujuan untuk menata agar lingkungan tetap baik, dalam arti mampu 
mendukung kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Tatanan lingkungan 




Sedangkan menurut Danusaputro hukum lingkungan adalah hukum yang 
mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan 
ketahanan lingkungan.
22
 Beliaulah yang membedakan antara hukum lingkungan 
modern yang berorientasi  kepada lingkungan atau environment oriented law dan 
hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau 
use-oriented law. 
Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma guna 
menjamin penggunaan dan ekploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan 
berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin 
dan dalam jangka waktu yang singkat-singkatnya. Sebaliknya, hukum lingkungan 
modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan 
manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan 
kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat langsung secara 
                                                          
21
Koesnandi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkngan, h. 57-58. 
22
 Muhamad Erwin,  Hukum Lingkungan Dalam Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan 





terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi 
mendatang. Karena hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, 
sehingga watak dan sifatnya juga mmengikuti sifat dan watak dari lingkungan 
sendiri, serta dengan demikian lebih banyak berguru pada ekologi. Dengan 
orientasi kepada lingkungan ini, hukum lingkungan ini memiliki sifat dan 
wataknya. Sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan susah 
berubah. 
Menurut Hardjasoemantri, hukum tata lingkungan mengatur penataan 
lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan 
hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan sosial budaya
23
. Bidang 
garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran masyarakat, tata 
cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan 
serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup. 
Hukum lingkungan ini dikembangkan dengan metode dan tata pendekatan 
yang berdasarkan asas-asas semesta, menyeluruh, dan terpadu. Maksudnya agar 
hukum lingkungan ini mampu memberikan gambaran tinjauan tentang lingkungan 
total. Lingkungan total di sini artinya adalah lingkungan yang meliputi segenap 
aspek dan seluruh isi semesta dan merencanakan sistem konsep ekologi dan sistem 
sosial. 
a. Semesta berarti mencakup segenap unsur komponen lingkungan. 
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b. Menyeluruh berarti mencakup semua tahap-tahap perkembangan 
lingkungan hidup dalam keseluruhannya sebagai kesatuan. 




Menurut pengertian juridis, seperti diberikan oleh undang-Undang Tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Likungan Hidup No. 4 Tahun 1982 
(selanjutnya Dalam buku ini disebut UUPL 1982), likungan hidup diartikan sebagai 
kesatuan ruang dengan semua  benda, daya dan keadaan dalam makhluk hidup 
termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 
peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
25
 
Akhirnya dapat ditegaskan bahwa Hukum Lingkungan itu mengatur 
masalah lingkungan hidup dengan berbagai implikasinya.Tegasnya mengatur 
pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).Hal ini jelas, karena Hukum Lingkungan 
sendiri berkembang atau dikembangkan sebagai sarana penunjang PPLH tersebut. 
Oleh karena masalah lingkungan hidup yang dihadapi dalam PPLH pada dasarnya 
adalah “masalah ekologi”, khusunya ekologi manusia, maka dapat pula dipahami, 
bahwa sebenarnya yang diatur oleh Hukum Lingkungan itu ialah segi atau aspek-
aspek ekologis dari SDA dan unsur lingkungan hidup lainnya termasuk dan 
terutama standar perilaku manusia terhadapnya, agar fungsi-fungsi SDA dan 
lingkungan hidup tersebut dapat lestari secara berkelanjutan. PPLH sendiri pada 
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intinya adalah “upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup”. 
Berbicara tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup ini, tidak boleh tidak, ia 
merupakan persoalan ekologi khususnya ekologi manusia yang mempersoalkan 
hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Bertolak dari uraian tersebut, 
maka Hukum Lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut, Hukum Lingkungan 
adalah hukum yang mengatur standar perilaku manusia berkenaan dengan aspek 
ekologis sumber daya alam dan unsur lingkungan hidup lain beserta implikasinya, 
guna menjamin keserasian, kelestarian fungsi dan kemampuan sumber daya alam 
dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
26
.  
C. Ruang Lingkup Lingkungan 
Ilmu lingkungan merupakan suatu ilmu pengetahuan multi-disiplin karena 
di dalamnya mencakup berbagai bidang ilmu seperti kimia, fisika, ilmu kedokteran, 
ilmu hayati, pertanian, kesehatan masyarakat, teknik sanitasi dan lain-lain. Ilmu 
lingkungan adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena fisika dalam lingkungan. 
Ilmu ini mempelajari tentang sumber-sumber, reaksi, transportasi, efek dan 
kejadian fisik suatu spesies biologi di udara, air dan tanah dan pengaruh dari 
kegiatan manusia terhadapnya. 
Lingkungan terdiri atas 4 segmen seperti dijelaskan di bawah ini: 
1. Atmosfer 
Atmosper diisyaratkan sebagai selimut pelindung dari gas yang melingkupi 
bumi: 
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a. Atmosfer menopang kehidupan di bumi. 
b. Atmosfer melindungi bumi dari lingkungan yang tidak bersahabat yang 
berasal dari luar angkasa 
c. Atmosfer menyerap sebagian besar sinar kosmik dari luar angkasa dan 
sejumlah besar radiasi elektronik dari matahari. 
d. Atmosfer dapat mentransmisikan sinar UV,yang tampak dalam bentuk 
radiasi inframerah pendek (300-2500 nm) dan gelombang radio (0.14 
sampai 40 m).Atmosfer terdiri atas nitrogen dan oksigen. Disamping itu 
terdapat pula argon, karbondioksida dan gas. 
2. Hidrosfer 
Hidrosfer terdiri atas semua jenis air yang bersumber dari samudera, lautan, 
danau, sungai, arus,waduk, bongkahan es kutub, gletser dan air tanah. 
a. Secara alami 97% suplay air di bumi adalah di lautan, 
b. Sekitar 2% dari sumberdaya air terkunci di bongkahan es kutub dan 
gletser, 
c. Hanya sekitar 1% yang tersisa dalam bentuk sungai-air tawar 
permukaan, danau dan air tanah yang cocok digunakan untuk konsumsi 






Litosfer adalah lapisan luar dari padatan bumi. Lapisan ini terdiri atas 
mineral-mineral yang terbentuk di kerak bumi dan tanah misalnya mineral, materi 
organik, udara dan air. 
4. Biosfer 
Biosfer menunjukkan alam dari organisme hidup dan interaksi mereka 
dengan lingkungan yaitu atmosfer, hidrosfer dan litosfer.
27
 
D. Pemulihan Lingkungan 
Istilah pemulihan lingkungan hidup sebagai pengganti atau tepatnya lebih 
luas mengatur tentang reklamasi dan rehabilitasi dapat ditemukan pada Pasal 43 
ayat (2) yang berbunyi: (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi: 
1. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup 
2. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan 
lingkungan hidup; dan 
3. Dana amanah/bantuan untuk konservasi dan sertidaknya ada 5 lagi yang 
mempergunakan rangkaian kata yang sama.
28
 
Pemulihan lingkungan hidup dapat kita lihat pada pasal 43, 46 dan 82, 
untuk lebih jelasnya dapat dilihat keterangan dibawah ini : 
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1. Pasal 43 ayat (2) huruf a dan b mengatur tentang dana jaminan pemulihan 
lingkungan hidup dan dana penanggulangan pencemaran dan/atau 
kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; 
2. Pasal 46 mengatur tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
untuk mengalokasikan anggaran pemulihan lingkungan hidup ; 
3. Pasal 82 ayat (1) dan (2) mengatur tentang kewenangan Menteri, Gubernur, 
dan Bupati/Walikota untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya, dan kewenangan 




Sedangkan rangkaian kata "pemulihan fungsi lingkungan hidup" dapat 
dilihat pada pasal 54 ayat (1), (2) dan (3), serta pasal 55 ayat (1) dan ayat (3), untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : 
1. Pasal 54 ayat (1) mengatur tentang kewajiban untuk melakukan pemulihan 
fungsi lingkungan hidup pada setiap orang yang melakukan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup ; 
2. Pasal 54 ayat (2) mengatur tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup ; 
3. Pasal 54 ayat (3) mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara 
pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan 
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1. Pasal 55 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Pemegang izin lingkungan 
untuk menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan 
hidup. 
2. Pasal 55 ayat (3) mengatur tentang kewenangan menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan 
fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan
30
 
Selanjutnya informasi yang patut untuk ditambahkan di sini adalah tahapan 
pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan 
dengan tahapan: 




4. Restorasi; dan/atau 
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran 
lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Yang dimaksud 
dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, 
dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, 
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memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Yang dimaksud dengan 
”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau 
bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
31
 
E. Pertanggungjawaban Terhadap Lingkungan 
Inti etika lingkungan hidup yang baru adalah sikap tanggung jawab 
terhadapnya. Tanggung jawab itu memiliki dua acuan, yaitu: pertama 
Keutuhan biosfer yang berarti campur tangan manusia dengan alam yang 
memang harus berjalan terus yang harus dijalankan dalam tanggungjawab terhadap 
klestarian semua proses kehidupan yang sedang berlangsung. Terutama manusia 
akhirnya menjadi peka terhadap keseimbangan suatu ekosistem.Campur tangan 
manusia bernafaskan tanggung jawab terhadap kelangsungan semua 
proseskehidupan.Bagaimanapun manusia tidak menguragi kabar kehidupan 
lingkungan. 
Kedua, generasi yang akan datang yang sudah disadari keberadaannya dan 
hak-haknya sebagai tanggung jawab manusia. 
Setiap orang tua yang baik berusaha untuk menjaga rumah, perabot, dan 
tanah yang dimiliki sebagai warisan bagi anak cucu mereka. Sikap ini harus 
menjadi sikap umum manusia terhadap generasi yang akan datang. Manusia diberi 
beban berat untuk mewariskan ekosistem bumi ini dalam keadaan baik dan utuh 
pada anak cucu nanti. Sikap tanggung jawab itu dapat dirumuskan dalam prinsip 
tanggung jawab lingkungan seperti: Dalam segala usaha bertindaklah sedemikian 
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rupa sehingga akibat-akibat tindakannya tidak merusak, bahkan tidak dapat 
membahayakan atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan kehidupan manusia 
dalam lingkungannya baik yang hidup masa sekarang maupun generasi yang akan 
datang. 
Terkait masalah populasi dunia yang terus bertambah, menipisnya sumber 
daya alam dan polusi telah menyebabkan krisis ekologi yang membahayakan 
sistem alam dari mana manusia merupakan bagian. Banyak lingkungan 
kontemporer telah menuduh tradisi Yudeo-Kristen berisi "akar historis krisis 
ekologi kita". Menurut Pelser & Van Rensburg pandangan hidup Barat dapat 
ditelusuri kembali ke Yudeo-Kristen kali dan didirikan pada asumsi bahwa 
manusia memiliki kewajiban. 
Untuk menguasai dan memanipulasi alam untuk keuntungan mereka dan 
bahwa lingkungan alam memiliki kemungkinan tak terbatas untuk 
eksploitasi.Tampaknya ada pergeseran paradigma dari pandangan hidup barat 
tradisioanal kelingkungan fokus tampilan. Menurut paradigma baru ada ekologi 
keterbatasan bagi manusia terkait penggunaan sumber daya alam, polusi dan 
penduduk pertumbuhan. Beberapa negara industri, misalnya Jerman dan Amerika 
Serikat, adalah mengalami seperti pergeseran paradigma sejak akhir 1980-an 
menghasilkan budaya revolusi. 
Dampak lingkungan dari proses manufaktur dan produk, lingkungan 
regulasi, dan inisiatif yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan dan teknologi 
harus dipertimbangkan ketikamenentukan strategi perusahaan terhadap 





pengelolaan lingkungan mempengaruhi kinerja lingkungan. Kualitas lingkungan 
adalah kebaikan publik, dimana setiap orang menikmatinya tanpa peduli siapa yang 
membayar untuknya. Jika suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan tentunya 
membawa dampak negatif tehadap lingkungan (pencemaran lingkungan) seperti, 
polusi udara, tanah dan air. Dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Polusi Udara  
Beberapa proses produksi menimbulkan populasi udara yang sangat 
berbahaya bagi lingkungan masyarakat karena bias menimbulkan penyakit dan 
saluran pernapasan. Contohnya seperti, polusinya kendaraan, produksi bahan bakar 
dan baja. 
 
Suatu perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu 
produknya yang baik dengan begitu mereka berusaha agar yang dihasilkan tidak 
membahayakan lingkungan, contoh pada perusahaan otomotif dan baja telah 
mengurangi populasi udara dengan mengubah proses produksinya sehingga lebih 
sedikit karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. 
Peran pemerintah dalam mencegah polusi udara. Pemerintah juga terlibat 
dalam memberlakukan pedoman tertentu yang mengharuska perusahaan untuk 
membatasi jumlah karbon dioksida yang ditimbulkan oleh proses produksi. Pada 
tahun 1970 Environmental  Protection Agency (EPA), diciptakan untuk 
mengembangkan dan memberlakukan standar polusi  
 





Tanah telah terpolusi oleh limbah yang beracun yang tidak dihasilkan dari 
beberapa proses produksi. Akibatnya tanah akan rusak tidak subur dan akan 
berdampak buruk bagi pertainan.  
Dengan begitu perusahaan harus mempunyai suatu strategi yang mengarah 
pada pencegahan terhadap polusi tanah. Misalkan, perusahaan merevisi produksi 
dan pengemasan guna mengurangi jumlah limbah. Perusahaan juga harus 
menyimpan limbah beracunnya di tempat yang khusus untuk limbah beracun dan 
perusahaan juga bias mendaur ulang membatasi penggunaan bahan baku yang pada 
akhirnya akan menjadi limbah padat. Ada banyak perusahaan yang memiliki 
program lingkungan yang didesain untuk mengurangi kerusakan lingkungan. 
Contoh, perusahaan Homestake Mining Company mengakui bahwa operasi 
penambangannnya merusak tanah, sehingga perusahaan tersebut mengeluarkan 
uang untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. 
c. Polusi Air / Pencemaran Air  
Pencemaran air mengacu pada perubahan fisik, biologi, kimia dan kondisi 
badan air yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Seperti jenis polusi, 
hasil polusi air bila jumlah besar limbah yang berasal dari berbagai sumber polutan 
tidak dapat lagi ditampung oleh ekosistem alam. 
Sebenarnya ada alasan tertentu yang berada di belakang apa yang menyeb 
abkan pencemaran air. Namun, penting untuk membiasakan diri dengan dua 
kategori utama pencemaran air. Jenis polusi disebut pencemaran sumber titik 





Sementara itu, polusi sumber non-titik adalah polusi yang berasal dari daerah-
daerah besar seperti bensin dan kotoran lain dari jalan raya yang masuk kedanao 
dan sungai. Salah satu penyebab utama pencemaran air yang telah menyebabkan 
masalah kesehatan lingkungan yang serius dan merupakan polutan yang berasal 
dari bahan kimia dan proses industri. Ketika pabrik-pabrik dan produsen 
menuangkan bahan kimia dan limbah ternak langsung ke sungai dan sungai, air 
menjadi beracun dan tingkat oksigen yang habis menyebabkan banyak organisme 
air mati. Limbah ini termasuk pelarut dan zat-zat beracun.Sebagian besar limbah 
tidak biodegradable. Tanaman Power, pabrik kertas, kilang, pabrik-pabrik mobil 
membuang sampah ke sungai. Jadi suatu perusahaansangat berperan penting 
dalam menengani masalah tersebut dengan melakukan penilitian dan strategi untuk 
mencegah terjadinya polusi air. Jadi pada prinsipnya perusahaan harus melakukan 
dua cara untuk menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan non-teknis dan 
secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis yaitu usaha untuk mengurangi 
pencemaran lingkungan dengan cara mencipakan peraturan perundang-undangan 
yang dapat merencanakan mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan 
industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan 
ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri 
yang akan dilaksanakan, misalnya AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan, 
serta menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis 
bersumber kepada industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya dengan 
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F. Sanksi Pelanggaran Terhadap Lingkungan 
1. Hukum Lingkungan Administrasi 
Jika dikaji dalam peraturan perundang-undangan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, bagian terbesar dari materi yang diatur merupakan 
Hukum Administrasi Negara (HAN) yang berbentuk Undang-Undang (UU), 
Peraturan Pemerintah (PP), Keputusa Mentri (Kepmen), Peraturan Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota. 
Dari ketentuan-ketentuan di atas segi hukum administrasi (bestuur recht) 
berkaitan dengan pemerintah untuk memberikan perizinan pendirian usaha dan 
melakukan langkah pengamanan atau upaya yang bersifat preventif untuk 
mematuhi persyaratan-persyaratan lingkungan dan memberikan sanksi administrasi 
terhadap pelanggaran atas perizinan lingkungan yang telah diberikan. 
2. Hukum Lingkungan Keperdataan. 
 
Segi perdata (privaatrechtelijk milieurecht) berkaitan dengan perbuatan 
melanggar hukum karena pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup masuk 
kategori itu, akibat telah menimbulkan pertanggung jawaban (liability), ganti rugi, 
dan biaya pemulihan serta cara penyelesaiannya. 
3. Hukum lingkungan pidana 
Hukum lingkungan pidana (straafrechtelijk milieurecht), karena tindak 





merupakan kejahatan yang memiliki unsur sengaja (dolus) kelalaian (culva). 
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BAB  III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis 
(sociologys legal research) yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemulihan 
lingkungan. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan 
berkaitan dengan permasalahan  yang akan diteliti dipandang dari sudut pandang 
penerapa hukum.   
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros. Khususnya pada wilayah kerja  
PT Bosowa Mining dengan pertambangan bahwa di area pertambangan PT Bosowa 
Mining potensial terjadi pelanggaran terhadap lingkungan. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan normatife (hukum positif) yaitu penelitian hukum yang 
mengutamaka data skunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi 
penelitian bersifat deskriptif analitis dalam metode pengumpulan data 
melalui penelitian data kepustakaan tentang problematika dalam 





untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut 
merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu 
penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatau penilaian 
yang bersifat etis.
1
 Pendekatan terhadap hukum normatif, 
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, 
peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat 
tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam 
penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit. 
2. Pendekatan yuridis yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan. 
Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan 
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari 
sudut pandang penerapan hukum. 
C. Sumber Data 
  Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu 
di perusahaan PT. Bosowa Mining di Kabupaten Maros dan masyarakat yang 
ada di sekitar perusahaan tersebut. Sumber data primer ini adalah hasil dari 
wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai 
permasalahan. 
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2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan (library 
Research) yaitu dengan menghimpung data dari peraturan perundang-
undangan , buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan 
masalah yang dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Teknik Penelitian Lapangan 
a. Wawancara 
 Yaitu wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten 
memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya dan 
masyarakat yang ada di daerah perusahaan tersebut serta para pegawai 
pada perusahaan tersebut. 
b. Observasi  
yaitu melakukan pencatatan angka-angka pelanggaran dan pemulihan 
lingkungan serta sanksi yang dijatuhkan. 
2. Studi Dokumentasi 
Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu 
pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer 
merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini 





seperti data dalam dokumen dan publikasi.
2
Serta menelaah buku-buku dan 
hasil penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
 Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian 
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah daftar 
pertanyaan, camera, pulpen, buku, laptop, foto. instrumen penelitian inilah 
yang akan menggali data dari sumber - sumber informasi. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan 
analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam 
bentuk kata–kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum 
dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang 
jumlahnya sedikit. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil PT. Bosowa Mining 
PT. Bosowa Mining, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) 
operasi produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros (Kepala Kantor 
Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Maros) dengan Nomor = 
242/KPPSP/IUP-OP/PVIII/2010, Tanggal 2 Agustus 2010, berlokasi di Dusun 
Amassangeng, Desa Barugae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
1. Identitas Pemrakarsa 
Nama Perusahaan  : PT. Bosowa Mining 
Lokasi/Quarry                         : Dusun Amassangeng, Desa Baruga, 
Kecamatan Bantimurung, Kabupaten 
Maros, Provinsi Sulawesi Seelata 
Nomor Telepon : 0411-3883265 
Fax  : 0411-3883264 
Kantor                                     : Bosowa ( Jln. Urip Sumoharjo No. 266   
Makassar) 
Nomor Telepon : 0411-3666777 
Nomor Fax  : 0411-3681043 





Alamat  : Jln. Cilallang Jaya VII, No. 87 
Makassar 
Penanggung Jawab : 
 Nama    : Munarfi Arifuddin, SH 
 Jabatan    : Direktur Utama 
      Alamat                               : Jln. Cilallang Jaya VII, No. 87 
Makassar 
2. Lokasi Rencana Kegiatan 
Kampung/Dusun   : Amassangeng 
Desa/ Kelurahan   : Desa Barungae 
Kecanatan    : Bantimurung 
Kabupaten    : Maros 
Provinsi    : Sulawesi Selatan 
Nomor Telepon   : 0411-3883260/372372 
Nomor Fax    : 0411-3883264/372234 
3. Status Lahan 
Status lahan menurut peta penunjukan kawasan hutan dan parairan, areal 
penambangan PT. Bosowa Mining sepenuhnya memanfaatkan lahan seluas 25 (dua 
puluh) Hektar yang bersetatus kawasan hutan negara dengan fungsi APL (Areal 
Penggunaan Lain) yang sudah mempunyai AMDAL kawasan. Namun demikian PT. 
Bosowa Mining berkomitmen untuk tetap membuat dokumen Upaya Pengelolaan 





didalamnya terdapat kegiatan penambangan yang berpotensi dapat menimbulkan 
dampak terhadap komponen lingkungan geofiikakimia, biologi dan sosial, ekonomi 
dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, PT. Bosowa Mining 
berkewajiban dan ikut bertanggung jawab atas pencegahan dan pengurangan seluruh 
dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan dan serta kegiatan-
kegiatan sarana pendukung. 
4. Lahan  
Luas lahan yang direncanakan untuk kegiatan penambangan PT.  Bosowa 
Mining adalah seeluas 25,0 Hektar, dimana dalam lahan atau lokasi ini disamping 
dimanfaatkan untuk kegiatan lokasi penambangan selanjutnya juga dibangun sarana 
pendukung lainnya sebagai pembangunan jalan/perbaikan, pos security, sarana 
pendukung lainnya dan file stock, sedangkan pembangunan fisik kantor sudah ada 
karena lokasi ini hanya penambahan areal penambangan. Lahan ini merupan lahan 
persawahan dengan status kawasan hutan negara dengan fungsi APL (Area Pengguna 
Lain) yang sudah mempunyai AMDAL kawasan, yang nantinya akan mengalami 
perubahan fungsi menjadi lokasi kegiatan penambangan PT. Bosowa Mining 
Berdasarkan rencana umum Tata Rung Desa Barugae khususnya 
penambangan PT. Bosowa Mining diperuntukan sabagai perkebunan rakyat serta 
pemukiman, namun melihat kondisi yang ada khususnya di Desa Barugae, 
Kecamatan Bantimurung belum banyak kegiatan tersebut, atau dengan kata lain 
masih berfungsi sebagai lahan tidur. Kegiatan penambangan PT. Bosowa Mining di 





strategis dan representatif untuk digunakan sebagai tempat penambangan karena di 
tempat ini terletak dan banyak bahan baku yang akan digunakan dalam mendukung 
kegitan penambangan. 
B. Pemulihan Lingkungan Abiotik dan Biotik Pasca Tambang Oleh PT. 
Bosowa Mining di Kabupaten Maros 
 Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal 
balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya
1
. Ekosistem bisa 
dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap 
unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. 
 Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang 
melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga 
aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus 
materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua 
energi yang ada. 
 Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama 
dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan 
lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk 
keperluan hidup. Pengertian ini didasarkan pada Hipotesis Gaia, yaitu: “organisme, 
khususnya mikroorganisme, bersama-sama dengan lingkungan fisik menghasilkan 
suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan”. Hal ini 
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mengarah pada kenyataan bahwa kandungan kimia atmosfer dan bumi sangat 
terkendali dan sangat berbeda dengan planet lain dalam tata surya. 
 Kehadiran, kelimpahan dan penyebaran suatu spesies dalam ekosistem 
ditentukan oleh tingkat ketersediaan sumber daya serta kondisi faktor kimiawi dan 
fisis yang harus berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi oleh spesies tersebut, 
inilah yang disebut dengan hukum toleransi. Misalnya: Panda memiliki toleransi 
yang luas terhadap suhu, namun memiliki toleransi yang sempit terhadap 
makanannya, yaitu bambu. Dengan demikian, panda dapat hidup di ekosistem 
dengan kondisi apapun asalkan dalam ekosistem tersebut terdapat bambu sebagai 
sumber makanannya. Berbeda dengan makhluk hidup yang lain, manusia dapat 
memperlebar kisaran toleransinya karena kemampuannya untuk berpikir, 
mengembangkan teknologi dan memanipulasi alam.
2
 
1. Komponen-Komponen Pembentuk Ekosistem adalah: 
a. Lingkungan Abiotik 
Lingkungan abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan 
kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan, atau 
lingkungan tempat hidup.
3
 Sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang 
dan waktunya Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, 
dan faktor yang memengaruhi distribusi organisme, yaitu: 
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1). Suhu. Proses biologi dipengaruhi suhu. Mamalia dan unggas 
membutuhkan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. 
2). Air. Ketersediaan air memengaruhi distribusi organisme. Organisme di 
gurun beradaptasi terhadap ketersediaan air di gurun. 
3). Cahaya matahari. Intensitas dan kualitas cahaya memengaruhi proses 
fotosintesis. Air dapat menyerap cahaya sehingga pada lingkungan air, 
fotosintesis terjadi di sekitar permukaan yang terjangkau cahaya matahari. 
Di gurun, intensitas cahaya yang besar membuat peningkatan suhu 
sehingga hewan dan tumbuhan tertekan. 
4). Tanah dan batu. Beberapa karakteristik tanah yang meliputi struktur fisik, 
PH, dan komposisi mineral membatasi penyebaran organisme 
berdasarkan pada kandungan sumber makanannya di tanah. 
5). Iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dalam suatu 
area. Iklim makro meliputi iklim global, regional dan lokal. Iklim mikro 
meliputi iklim dalam suatu daerah yang dihuni komunitas tertentu.
4
 
 Fungsi bumi atau tanah, sebagai masjid (tempat shalat) dan sifatnya yang 
bersih atau suci, member isyarat, bahwa manusia harus tetap menjaga dan 
melestarikan kebersihan dan kesuciannya itu. Sebab jika ia kotor atau tercemari oleh 
sampah atau bahan tercemar lainnya, misalnya, maka tentu tidak layak dijadikan 
sebagai tempat shalat atau tempat bersuci (bertayamum). Itulah sebabnya dilarang 
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melakukan kegiatan yang akan membuatnya kotor atau rusak, sehingga tidak dapat 
digunakan sesuai dengan peruntukannya. 
 Terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengotoran (pencemaran) tanah, 
sepanjang yang kami ketahui, tidak terlalu banyak diungkap dalam Al-Quran. 
Sementara kegiatan yang berkaitan dengan pengrusakan tanah atau fungi tanah 
cukup banya diungkapkan
5
. Salah satu diantaranya adalah seperti yang terdapat 
dalam : QS An-Nazzi Aat / 79:30-33 
                                  
Terjemahnya: 
 “(30) Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. (31) Ia memancarkan 
daripadanya mata airnya dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. (32) 
Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, (33)  (semua itu) 
untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu”.6 
Tafsirnya: 
Allah berfirman: Dan bumi sesudah itu yakni sesudah allah menciptakan 
langit dan bumi tetapi belum terhampar yakni belum siap dihuni, dihamparkan-Nya 
yakni menjadikannya siap untuk dihuni oleh manusia. Untuk itulah Dia 
mengeluarkan darinya yakni dari perut bumi airnya dengan mengalirkannya melalui 
sungai-sungai dan memancarkannya melalui mata air-mata air dan tempt 
gembalaanya yakni menumbuhkan rerumputan dan tumbuh-tumbuhannya. Dengan 
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gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh sehingga bumi tidak oleng akibat 
peredarannya, semua iyu untuk kesenangan kamu wahai umat manusia dan untuk 
hewan ternak-ternak kamu. Kata dahaba terambil dari kata daha yang berarti 
menghampar atau melemparkan. 
Ayat 9-12 surah fush-shilat menjelaskan bahwa bumi diciptakan sebelum 
langit, sedang ayat diatas mengesankan sebaliknya. Para ulama menyatakan bahwa 
memang bumi diciptakan terlebih dahulu, tetapi ketika itu bumi belu lagi siap untuk 
dihuni atau dalam redaksi ayat diatas belum dihamparkan. Nanti setelah wujud 
keduannya, barulah terjadi proses lebih jauh sehingga kahirnya bumi siap dihuni. 
Dalam konteks ini ilmuwan Mesir Prof. Zaglul an-Najjar mengemukakan bahwa 
penghamparan bumi dan pembentukan kulit bumi lalu pemecahannya, serta 
pergerakan oasis dan pembentukan benua-benua, gunung-gunung serta sungai-sungai 
(sittati ayyam/enam hari) penciptaan alam raya. Pada periode keenam barulah terjadi 
pembentukan kehidupan dalam bentuknya yang paling sederhana, hingga penciptaan 
manusia. Alam raya diperkirakan berumur antara 10-15 billiun tahun. Sedangkan 
batu-batu bumi yang tertua diperkirakan terbentuk sekitar 4;6 billiun tahun. Ini 
serupa dengan hasil penelitian batu-batu bulan aneka benda angkasa yang terjatuh ke 
bumi. Bekas-bekas kehidupan dibumi, yang tertua diperkirakan sekitar 3.800 milliun 
tahun. Jika demikian, masa penyiapan bumi untuk dapat dihuni makhluk hidup 
sekitar 800 miliu tahun. Kehidupan mahluk yang bernama manusia diperkirakan baru 





Kata mar’aba paada mulanya berarti tempat pengembalaan. Tetapi ia juga 
dapat dipahami bermakna rerumputan dan  makanan bnatang. Agaknya kata itu yang 
dipilih walau yang dimaksud ayat diatas adalah tumbuhan secara umum baik yang 
dimakan manusia maupun binatang, karena konteks ayat ini berbibacara tentang 
mereka yang kafir menolak keniscayaan hari Kiamat. Mereka itu (menurut QS. Al-
A’raaf [7]:25) seperti binatang bahkan lebih sesat dari binatang. Thahir Ibn ‘Asyur 
memperoleh kesan dari penyebutan kata yang hanya khusus digunakan untuk 
binatang ternak itu, bahwa ini menjukan rahmat Allah yang demikian luas kepada 




Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, bahwa bumi atau tanah dijadikan 
intuk umat islam sebagai tempat shalat dan sebagai bahan untuk mmelakukan 
tayamum.
8
 Sabda Nabi SAW: 
  ت   رِص ن   ِيل َبق   دَح أ   ن هَط  ع ي   َمل   س  مَخ   تيِط  ع   أ  َل َاق   َوَسَم ل اهللِه َيلَع   ل  ص ا ِيب نل   ن  َأ 
 ِيت  م ا  نِم ٍل  ج َر َم  ي َأف ا  رو هَطَو ا  دِج  سَم  ض  َرلأا ِيل  َتلِع  جَو ٍر هَش َةَر يِسَم ِب  ع ُّرل ِب 
 َةَع َف شل ا  ت يِط  ع اَو ِيل َبق ٍدَح َِلِ  لَِحت  َمل َو  مِن َغَم لا ِيل  ت لِح  اَو ُّلَص ي َلف  َةلا  صلا  ه تَكَر  دأ  
   ة  م َاع ِسا نلا َل ِا  ت  شِع ب َو  ة  ص َخ ِهِم  َوق َِلا  شَع ب ي ِِّيب نلا َنَكَو  
Artinya: 
“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: saya diberi lima perkara yang tidak 
diberikan kepada seseorang pun dari pada nabi yang datang sebelumku, yaitu: 
(1) Saya dimenangkan Allah ta’ala dengan menggetarkan hati musuh-
musuhku sejauh sebulan perjalanan (sebelum saya berhadapan dengannya); 
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(2) Bumi (tanah) dijadikan bagiku (dan bagi umatku) sebagai suatu tempat 
shalat (masjid) dan sebagai bahan bersuci (tayamum). Karena itu siapapun 
diantara umatku dimana saja berada sewaktu saat shalat tiba padanya, bias 
melakukan shakat diatasnya; (3) Dihalalkan bagiku harta rampasan perang; 
(4) setiap nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan saya diutus kepada 
seluruh umat manusia, dan (5) Diberikan Allah kepadaku syafaat 
(pertolongan dan perlindungan)” (H.R. Bukhari, dari Jabir bin Abdullah).9 
 
 Berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa “setiap 
orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib 
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”10 dan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas linkungan hidup 
yang baik dan sehat”.11 Berdasarkan Pasal 16 huruf (d) Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa “setiap penanam modal 
bertangung jawab atas menjaga kelestarian lingkungan hidup”12 dan berdasarkan  
Pasal 96 huruf (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan 
Batubara, menyatakan “pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, 
termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang”.13 
                                                          
9
 Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, sahih al bukhari ( Kairo: Al Maktabah Al Salafiah) h. 
128 
10
Repulik Indonesi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54 Ayat (1) 
11
Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pasal 5 Ayat (1) 
12
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 
Pasal 16 Huruf (d) 
13
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan 





 Berdasarkan penjelasan di atas setelah melakukan penelitian, bahwa PT. 
Bosowa Mining Maros telah melakukan tanggung jawab pemulihan lingkungan 
abiotik sebagaimana data yang telah didapatkan oleh penelti, tetapi pemulihan tidak 
dilakukan secara maksimal, ini berdasarkan wawancara bahwa “PT Bosowa mining 
belum bisa melakukan pemulihan lingkungan secara maksimal dikarenakan 
perusahaan masih melakukan kegiatan penembangan, pemulihan bisa dilakuakan 
secara maksimal jika perusahaan tidak melakukan penambangan lagi”14 
Pemulihan lingkungan abiotik yang dilakukan seperti reklamasi  yang 
dihubungkan dengan kegiatan pertambangan yaitu usaha untuk memperbaiki atau 
memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha 
pertambangan agar dapat befungsi secara optimal sesui dengan peruntukannya. 
Reklamasi merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan untuk 
memperbaiki atau mengembalikan tata lingkungan agar lebih berdaya guna. Usaha 
ini harus dilakukan setiap pengusaha (pengusaha pertambangan) sesuai dengan 
peraturan pemerintah yang berlaku. 
Dalam pelaksanaannya ada beberapa kesulitan untuk mereklamasi bekas 
tambang apabila tanpa perencanaan penggeloaan yang baik. Kesulitan tersebut antara 
lain: 
a. Tidak dilakukan pengamatan terhadap tanah humus sehingga dalam 
pelaksanaannya banyak tanah humus yang terbuang. 
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b. Tidak dilakukannya dengan tuntas sehingga terdapat bekas daerah tambang 
yang dibiarkan terbuka untuk beberapa lama karena ada sebagian tanah galian 
masih tersisa. 
c. Kesulitan penentuan lokasi penimbunan tanah penutup.  
Beberapa faktor yang saling mempengaruhi lingkungan dari kegiatan 
pertambangan antara lain penerapan teknologi pertambangan. Kegiatan faktor ini 
saling  berpengaruh bukan hanya pada lingkungan  di luar  pertambangan dimana 
daya dukung menjadi berkurang, akan  tetapi kegiatan penambangan akan 
mengalami hambatan dalam kelancaran operasinya. 
Reklamasi di daerah bekas tambang dilakukan dengan cara pengambilan 
kembali tanah penutup (top soil) ke bekas daerah penambangan kemudian dilakukan 
pemupukan tanah untuk pengembalian kestabilan dan kesuburann tanah. Sehingga 
dapat ditemani tanaman yang lebih produktif bagi penduduk setempat, agar tata 
lingkungan tidak jauh berbeda dengan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan 
yang sebelumnya, maka dipilih bibit mahoni atau tanaman yang cocok dengan 
struktur tanah sebagai tanaman reklamasi. 
Kegiatan reklamasi akan dilakukan setelah kegiatan penambangan selesai, 
dalam hal ini setelah pertambangan pada suatu daerah selesai dilaksanakan dengan 
urutan kegiatan sebagai berikut: 
a. Pengupasan lapisan tanah penutup (top soil) dilaksanakan 
b. Lapisan tanah penutup (top soil) tersebut dikumpulkan pada suatu tempat 





d. Tiling dari proses pengolahan dimasukkan kembali pada blok yang telah  di 
tambang 
e. Peralatan tinggi daerah penambangan dengan daerah sekelilingnya yang tidak 
ditambang 
f. Penyebaran lapisan tanah penutup (top soil) 
g. Penanaman dengan tanaman keras yang cocok dengan daerah tersebut 
Istilah lain yang berkaitan dengan reklamasi yaitu rehabilitasi lahan. 
Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan 
meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, 
baik sebagai unsur poduksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur pelindung 
alam lingkungan, revegetasi merupakan suatu usaha atau kegiatan penanaman 
kembali lahan tambang. 
b. Lingkungan Biotik 
 Lingkungan biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut 
sesuatu yang hidup (organisme)
15
. Komponen biotik adalah suatu komponen yang 
menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik (tidak bernyawa). Komponen 
heterotrof atau konsumen terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan 
organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Komponen 
heterotrof disebut juga konsumen makro (fagotrof) karena makanan yang dimakan 
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 Berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dinyatakan bahwa 
“setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.17 Dan berdasarkan Pada pasal 
16 huruf (d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 
menyatakan bahwa “setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian 
lingkungan hidup”.18 Selain itu juga dijelaskan dalam Al-Quran bahwa: QS Thaaha / 
20:53 
                                    
       
Terjemahnya: 
“Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah 
menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air 
hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 
tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.”19 
Tafsirnya:  
 Dia  yakni Allah yang telah menjadikan bagi kamu hai fir’aun dan seluruh 
manusia sebagaian besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil 
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lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Dia yakni Tuhan itu 
juga yang telah menjadikan bagi kamu dibumi itu jalan-jalan yang mudah kamu 
tempuh, dan menurunkan dari langit air yakni hujan yang sehingga tercipta sungai-
sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya yakni dengan perantara hujan 
itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan 
manfaatnya. Thabathabai menghubungkan ayat dengan ayat yang lalu, yang 
menegaskan bahwa, Allah swt. Memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk 
kejadiannya” kemudian memberinya petunjuk serta mengaitkannya pula dengan 
jawaban Nabi Musa as, tentang keluasan ilmu Allah. Ulama itu menulis bahwa Allah 
swt. Menempatkan manusia di bumi dengan menghamparkannya agar mereka dapat 
menikmati hidup dan berbekal guna kehidupan akhirat. Serupa dengan bayi yang 
ditempatkan dalam buaian dan didikan guna meraih kehidupan yang lebih mulia dan 
lebih tinggi. Allah menjadikan manusia di bumi ini agar ia menyadari bahwa ada 
jarak antar ia dengan tujuan hidupnya. Ada jalan yang harus ditempuhnya guna 
mencapai tujuan hidup yakni mendekatkan diri kepada Allah dan upaya masuk ke 
hadirat-Nya, sebagaiman halnya ia menempuh jalan-jalan di permukaan bumi ini 
untuk mencapai arah yang ditujunya. Allah menurunkan air dari langit berupa hujan, 
dan juga mata-mata air dan sungai-sungai serta lautan, lalu ditumbuhkan dari air itu 
aneka macam dan jenis tumbuhan lalu Allah swt. Member hidayah kepada manusia 
untuk memakannya dan itu semua merupakan ayat-ayat yakni tanda-tanda tentang 
hidayah dan rububuyyah/Ketuhanan dan pemeliharaan Allah swt.
20
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 Berdasarkan penjelasan dan aturan pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan Pasal 96 huruf (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tetang Pertambangan 
dan Batu Bara. Bahwa PT. Bosowa Mining Maros telah melakukan pemulihan 
lingkungan biotik berdasarkan data-data yang telah di dapat oleh peneliti, maka PT. 
Bosowa Mining Maros melakukan pemulihan lingkungan biotik seperti melakukan 
Silfikultur, yaitu pemulihan jenis tanaman pioner yang cocok untuk tanah-tanah yang 
termarjinalkan pada daerah-daerah yang tidak dilewati alat berat, penyimpanan, 
penimbunan serta bekas bangunan permanen. 
 Berikut adalah pemulihan lingkungan biotik: 
1). Flora  
 Jenis flora yang ada di seitar lokasi penambangan Desa Baruga, 
Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros diperkirakan akan memberikan dampak 
terhadap lingkungan yang ada disekitarnya termasuk jenis-jenis flora atau vegetasi 
yang tumbuhan dilokasi terseebut dilaksanakan dengan pengamatan langsung secara 
umum. Vegetasi yang tuumbuh pada loksi tersebut tidak ditemukan tanaman yang 
dilindingi (edemik), seperti table dibawah ini: 
Table.IV.1: Jenis tanaman tegula dan flora yang ada disekitar lokasi penambang. 
NO NAMA FLORA    NAMA ILMIAH KLASIFIKASI 
1 Jati Tectona grandis Pohon  
                                                                                                                                                                    





2 Mangga  Mangifera india Pohon  
3 Asam  Tamarindis  Pohon  
4 Ubi kayu Manihot esculanta Pohon  
5 Jambu biji Peidium guajava Pohon  
6 Rumput  Periam  Pohon  
Sember Data: Dokumen perusaan tahun 2014   
 Secara umum vegetasi  yang tumbuh disekitar lokasi PT. Bosowa Mining, 
vegetasi budidaya atau sebagai tanaman pekarangan serta tanaman produksi yang 
berfungsi sebagai penghijauan serta memberikan lingungan yang asri dan dari hasil 
identifikasi tidak ditemukan adanya tumbuhan langka atau  yang dilindungi. 
Kegiatan revegetasi adalah kegiatan penanaman kembali pohon-pohon (jenis 
tanaman yang mudah tumbuh secara cepat dan merupakan  tanaman pohon yang 
tumbuh pertama kali seperti tanaman silfikultur: sengun, rembesi, johar dan lain-lain 
serta penaman kembali tanaman asli hutan: meranti, jati, bengkirai, kapur, sungkai, 
mahoni dan lain-lain) di area lahan bekas penambangan.Tujuan revegetasi adalah: 
a. Pencegahan terjadinya erosi dan mengurangi terbentuknya endapan 
sedimen 
b. Memenuhi praktek revegetasi lahan pasca tambang yang bernilai tambah 
secara ekonomis dan budidaya lahan jangka pendek dan jangka panjang. 
2). Fauna (hewan) 
 Di dalam lokasi rencana pengolahan lokasi rencana penambangan PT. 





pengamatan fauna dilakukan dengan metode pengamatan langsung dilokasi dan 
disekitar lokasi. 
Table IV. 2: Jenis fauna yang ada disekitar lokasi pertambangan yang ada disekitar 
PT Bosowa Mining 
NO NAMA FAUNA NAMA ILMIAH KETERANGAN 
1 Ayam Gallus SP Aves  
2 Burung gereja Passer montanus Aves  
 Sumber Data: Dokumwn perusahaan tahun 2014 
 Selama pengamatan berlangsung, jenis fauna (hewan) yang ditemukan sangat 
relative  kecil/sedikit jenisnya, dampak yang timbul tidak berpengaruh, pada kegiatan 
tersebut yang akan datang dan serta tidak ditemukan jenis fauna yang di lindungi. 
C. Pertanggungjawaban Lingkungan Sosial oleh PT. Bosowa Mining di 
Kabupaten Maros 
Pertanggungjawaban lingkungan sosial merupakan sesuatu yang wajib 
dilakuakn oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha bagi masyarakat yang ada di 
sekitar wilayah usaha mauapu terhadap pekerja perusahaan tersebut, sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan 





                               
                                   
                        
Terjemahnya: 
“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan 
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah 
dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya 
Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) 
keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka 




cerita tentang kabil ini di singgung agak terinci dengan tujuan mengingatkan 
pada cerita israil. bani Israil memperlihatkan pembangkangannya terhadap Tuhan, 
membunuh dan menista orang-orang beriman. Mereka justru tidak apa-apa, malah 
kebalikannya, mereka memperlikatkan sikap sangat rendah hati. Tatkala Allah 
mencabut karunia-Nya dari kaum israil dari dosa-dosa mereka dan 
menganugrahkannya kepada saudaranya sebangsa, rasa iri Bani Israil itu lebih dalam 
lagi memjerumuskan mereka kedalam dosa. Membunuh atau merencanakan 
pembunuhan pribadi orang karena pribadi tersebut mewakili suatu gagasan, samalah 
                                                          
21






dengan membunuh gagasan itu. Sebaliknya dengan menyelamatkan nyawa suatu 
pribadi samalah halnya dengan menyelamatkan seluruuh umat.
22
   
 
1. Pertanggungjawaban Sosial (Masyarakat Yang Berada Disekitar 
Wilayah Perusahaan) 
Pelaksanaan tarnggung jawab sosial merupakan konsep yang baru dikenal di 
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas. Salah satu yang mengejutkan berbagai pihak khususnya para 
pelaku usaha. Dimana dalam Pasal 74 Undang-Undang tersebut dinyatakan 
kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di 
sekitar wilayah operasinya.  
Tidak banyak yang menyadari bahwa perusahaan dan masyarakat memiliki 
saling ketergantungan yang tinggi, artinya dalam menjalankan kegiatan produksinya 
perusahaan menimbulkan dampak bagi masyarakat dan lingkungannya dan kondisi 
masyarakat dan lingkungan di sekitarnya tersebut sangat mempengaruhi 
kelangsungan sebuah perusahaan. Jadi melaksanakan prinsip berbagi keuntungan 
melalui program CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah suatu 
langkah yang wajib dilakukan oleh perusahaan demi kelangsungan perusahaan 
dimasa mendatang. 
Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa dunia usaha mesti merespon dan 
melaksanakan tanggung jawab soaial dan lingkungan sejalan dengan operasi 
                                                          
22






perusahaannya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh 
karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, 
kalangan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiosis 
mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan 
salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. 
Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan 
pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan 
untuk lebih peduli kepada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka. 
Lebih jelasnya masyarakat menuntut tanggung jawab lingkungan dan sosial dari 
perusahaan.    
Tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti yang dinyatakan dalam 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi 
“perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/ berkaitan dengan sumber 
daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan”23 dan 
berdasarkan Pasal 95 huruf (d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Dan Batu Bara, yang menyatakan “pemengan IUP wajib melaksanaka 
pertambangan dan pemeberdayaan masyarakat setempat”24, Dan berdasrkan Pasal 15 
huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 
menyatakan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab 
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sosial perusahaan”.25 Konsepsi hukum ini dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan 
masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah pelaksanaan 
pembangunan berbagai macam industri di Indonesia.
26
 
Istilah CSR hanya diterapkan pada korporasi. Karena korporasi merupakan 
institusi yang dominan di bumi ini dimana korporasi pasti berhadapan dengan 
persoalan lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia. 
“ Penerapan CSR oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya 
merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, 
tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, 
sosial dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Direksi dan pegawai 
perusahaan seharusnya lebih menyadari pentingnya CSR karena CSR dapat 
memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan perlindungan 
lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para pekerjanya”.27 
 
Soni Keraf membagi isi tangung jawab sosial ke dalam perusahaan kedalam 
dua kategori, yakni: 
a. Terhadap relasi primer, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan 
dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, member 
pelanggan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, tanggung 
jawab dalam memuaskan, bertanggungjawab dalam menawarkan barang dan 
jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperatikan hak kariawan, 
kesejahtraan kariawan dan keluarga meningkatkan keterampilan dan 
pendidikan karyawan dan sebagainya. 
b. Terhadap relasi sekunder: bertanggungjawab atas opersi dan dampak bisnis 
terhadap masyarakat pada umumnya atas masalah-masalah social, seperti 
lapangan pekerjaan pendidikan dan prasarana sosial dan pajak.
28
 
Berdasarkan isi tanggung jawab sosial tersebut, maka tanggung jawab pelaku 
usaha dalam bisnis adalah keterlibatan perusahaan mereka dalam mengusahakan 
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kebaikan dan kesejahtraan sosial masyarakaat, tanpa perlu menghiraukan untung 
ruginya dari segi ekonomis. Dengan demikian tanggung jawab sosial dapat 
dirumuskan dalam dua wujud yaitu:  
a. Positif: melakukan keiatan-kegiatan yang bukan didasarkan pada 
pertimbangan demi kesejahteraan sosial. 
b. Negatif: tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis 
menguntungkan, tetapi dari segi sosial merugikan kepentingan dan 
kesejahteraan sosial. 
Terlepas dari hal di atas, sehubungan dengan tanggung jawab atau pemulihan 
lingkungan sosial yang harus dilakukan oleh PT. Bosowa Mining Maros adalah 
kegiatan mobilisasi tenaga kerja pada tahap kontruksi akan mempengaruhi 
komponen sosial ekonomi yaitu terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha bagi penduduk yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan. Kesempatan kerja 
yang tersedia pada tahap kontruksi adalah pekerjaan arsitektur, pekerjaan sipil, 
pekerjaan perpipaan (air bersih dan air limbah), sedangkan kesempatan berusaha 
adalah tersedianya kesempatan bagi masyarakat sekitar lokasi penambangan. Untuk 
perusaha seperti menjual makanan dan minuman seperti terbukanya  kesempatan 
bekerja dan kesempatan berusaha akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar 
yang dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. 
Kegiatan pasca kontruksi atau operasional tambang akan menciptakan 
lapangan kerja baru. Anggota masyarakat yang dapat memanfaatkan kesempatan 





terbuka kesempatan berusaha atau menjalin kerja sama baru dalam pengadaan bahan 
baku dan penolongan dalam pelaksanaan operasional penambangan serta kesempatan 
berusaha bagi penduduk yang bermukim disekitar lokasi seperti membuka kios.   
Sejumlah tenaga kerja akan direkrut selam pelaksanaan kegiatan. Tenaga 
kerja ini akan dipekerjakan pada kegiatan-kegiatan pembersihan lahan, pengangkutan 
bahan/material, serta mandor, satpam, tenaga administrsi dan sebagainya. Perekrutan 
tenaga kerja dapat dilakukan dari penduduk yang bermukim di sekitar lokasi PT. 
Bosowa Mining di kabupaten maros yang dilakukan perusahaan PT. Bosowa Mining, 
dari desa atau dari kecamatan lain, ataupun dari luar kabupaten. 
Selain menerima tenaga kerja, PT. Bosowa Mining Maros juga bertanggung 
jawab dalam membantu pembangunan sarana umum yang ada di kawasan tambang 
seperti pembangunan rumah-rumah ibadah dan mendirikan kampung atau 
lingkungan Bosowa. 
Pertanggung jawaban PT. Bosowa Mining memiliki kesesuian terhadap 
wawancara kepada masyarkat yang ada disekitar perusahaan bahwa “ PT. Bosowa 
Mining melakukan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat sekitar, berupa 
penerimaan tenaga kerja dan pemberian bantuan untuk perbaikan sarana umum dan 
memberikan sumbangsi apabila masyarkat didaerah sekitar akan mengadakan 
kegiatan kemasyarakatan”. 
Sejauh pelaku usaha atau suatu bisnis arti segi ekonom mampu menjalankan 
tanggung jawab sosial dalam bentuknya yang positif. Sejauh kemampuan 





karyawan dan keluarga, selain itu juga wajib memelihara lingkungan sosial dan 
lingkungan hidup yang baik dalam masyarakat itu. Namun kalau situasinya tidak 
memungkinkan maka minimal pelaku usaha itu tidak melakukan kegiatan yang dari 
segi sosial tidak merugikan.
29
 
Tanggung jawab tersebut juga selalu dikaitkan dengan kewajiban perusahaan 
untuk memelihara lingkungan hidup. Hal ini perlu ada karena kegiatan perusahaan 
juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satu yang membuat masyarakat 
khawatir persoalan mengenai pencemaran lingkungan akibat kegiatan perusahaan. 
Dalam pasal 74 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang 
perseroan terbatas telah dinyatakan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Lebih lanjut dalam Pasal 22 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa: “setiap usaha dan/atau kegiatan yang 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai 
dampak lingkunan. 
Analisis mengenai dampak lingkungan disatu sisi merupakan bagian study 
kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, disisi lain 
merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat izin untuk melakukan usaha 
dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak 
besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak 
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positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan 
langkah untuk menanggulangi dampak negative dan mengembangkan dampak 
positif. 
Penanganan dampak pada tahap operasional PT. Bosowa Mining Desa 
Baruga,  Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. adalah sebagai berikut: 
a. Merawat/menjaga sarana yang ada di dalam lokasi penambangan. 
b. Pihak pemrakarsa harus menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor 
sesuai dengan kebutuhan dimana berdasarkan hasil analisis kebutuhan 
parkir untuk mobil adalah minimal sebanyak 40 SRP dan untuk sepeda 
motor minimal sebanyak 20 SRP. 
c. Memperhatikan keadaan kendaraan yang akan masuk dan kendaraan yang 
akan keluar dengan mengoptimalkan cermin cekung. 
d. Membuat surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan parkir dan 
pernyataan untuk tidak menggunakan badan jalan sebagai temapt parkir 
bagi tamu PT. Bosowa Mining. 
e. Malakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dengan dinas 
perhubungan Kabupaten Maros dan pengaturan arus lalu lintas di akses 
jalan menuju lokasi tambang PT. Bosowa Mining, utamanya pada jam-
jam sibuk. 
f. Penanganan dampak kebisingan dari operasional PT. Bosowa Mining, 






g. Kegiatan bongkaran/pengangkatan hasil tambang ke konsumen 
(konsumen) menggunakan truk yangg ditutup terpal, plastik. 
h. Penanganan debu batu kapur /chipping akibat aktivitas dalam lokasi, 
pekerja memakai pakaian kerja (topi, tutup mulut dan kacamata) atau 
memasang pipa berlubang lalu dialirkan air (hujan kabut) 
i. Untuk kesehatan pekerja dilokasi, dibuatkan (membuat) rumah/barak 
yang jauh dari  kegiatan penambangan. 
Penjelasan diatas sesuai dengan keterangan karyawan, berdasaekan hasil 
wawancara peneliti, bahwa “PT. Bosowa Mining wajib memberikan pertanggung 
jawaban kepada masyarakat yang berada disekitar wilayah perusahaan sebagi ganti 
rugi atas dampak negatif yang diakibatkan dari operasional perusahaan PT. Bosowa 
Mining”.30 
2. Pertanggungjawaban Sosial (Pekerja Atau Karyawan) 
Bisnis mempunyai sejumlah tanggung jawab terhadap karyawan. Pertama, 
mereka mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan jika 
mereka ingin tumbuh. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap 
karyawannya guna memastikan keselamatan mereka, perlakuan yang semestinya 
oleh karyawan lain, dan peluang yang setara.
31
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Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang 
memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari 
bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang 
wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan 
menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini tidak boleh 
dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang 
menghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai 
bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada 
masa yang akan datang. 
Eksistensi K3 sebenarnya muncul bersamaan dengan revolusi industri di 
Eropa, terutama Inggris, Jerman dan Prancis serta revolusi industri di Amerika 
Serikat. Era ini ditandai adanya pergeseran besar-besaran dalam penggunaan mesin-
mesin produksi menggantikan tenaga kerja manusia. Pekerja hanya berperan sebagai 
operator. Penggunaan mesin-mesin menghasilkan barang-barang dalam jumlah 
berlipat ganda dibandingkan dengan yang dikerjakan pekerja sebelumnya. Revolusi 
Industri namun, dampak penggunaan mesin-mesin adalah pengangguran serta risiko 
kecelakaan dalam lingkungan kerja. Ini dapat menyebabkan cacat fisik dan kematian 
bagi pekerja. Juga dapat menimbulkan kerugian material yang besar bagi perusahaan. 





kimia yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik dan jiwa pekerja 
(occupational accident) serta masyarakat dan lingkungan hidup.
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Berdasarkan penjelasan diatas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Ayat 
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan yang 
menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk perlindungan atas 
keselamatan dan kesehatan kerja”33.  
Berdasarkan hasil peneliktian, PT Bosowa Mining telah melakukan antisipasi 
atau pelindung kepada pekerjanya dengan pengaman seperti helm, sepatu, masker 
atau penutup mulut, sarung tanga dan kaca mata, pengaman tersebut digunakan oleh 
karyawan yang bekerja pada lapangan, sedang pekerja yang berada dalam ruang atau 
gedung tidak menggunakan peralatan tersebut dikarenakan resiko yang di dapat 
berseda dengan karyawan yang bekerja dilapangan sehingga karyawan yang 
dilapangan diwajibkan menggunakan pelindung atau peralatan kerja. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada karyawan, 
bahwa semua karian kariawan yang melakukan kegiatan pekerjaan di luar rungan 
wajib menggunakan perlengkapan kerja berupa helem pengaman kepala, masker, 
sepatu dan kaos tangan.
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Selain berkewajiban menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan 
juga mempunyai kewaiban untuk memberikan bantuan atau pembiayaan terhadap 
pekerja atau karyawan apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja, sebagai mana 
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diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal ayat (1) huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.  
Jaminan sosial tenaga kerja merupakan kebijaksanaan yang ditujukan kepada 
tenaga kerja, terutama yang berada pada dilingkungan perusahaan  dalam hal 
penyelenggaraan, perlindungan dan interaksi kerja yang saling menguntungkan 
kedua belah pihak (tenaga kerja dan pengusaha), dalam kamus populer “pekerja 
sosial”35 istilah jaminan sosial tersebut disebut dalam pasal 1 ayat (1) sebagai 
berikut: 
“jaminan social tenaga kerja adalah suatu perlindungan tenaga kerja dalam 
bentuk satuan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang 
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan 
yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, 
bersalin, hari tua dan mrninggal dunia”36 
 Kecelakaan kerja merupaka resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan. Dalam pasal 1 ayat (6) undang-undang nomor 3 tahun 1992 
tentang jaminan sosial tenaga kerja menyatakan: 
“Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan 
hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, 
demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari 
rumah menuju ketempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa 
atau biasa dilalui”37 
Karena pada umumnya kecelakaan kerja dapat mengakibatkan dua hal, yaitu 
kematian dan cacat. Kematian  adalah kecelakaan-kecelakaan yang 
mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia.sedangkan cacat adalah tidak 
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berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang mengalami kescelakaan 
kerja. Cacat terbagi menjadi cacat tetap dan cacat sementara. Cacat tetap adalah 
kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan, 
gangguan fisik, atau gangguan mental yang bersifat tetap. Cacat semetara adalah 
kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya tidak mampu bekerja 
untuk sementara waktu.
38
 Dalam penanggulangan hilangnya seluruh atau sebagian 
penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang berupa kematian atau cacat 
tetap atau sementar, baik fisik maupun mental perlu adanya jaminan kecelakaan 
kerja.  
Berdasakan penjelasan diatas dan berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan 
bahwa “tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan 
kecelakaan kerja”39. maka perusahan PT. Bosowa Mining telah melakukan tanggung 
jawab terhadap kecelakaan, sebagaiman wawancara oleh karyawan PT. bosowa 
mining yang menyatakan bahwa “PT. bosowa mining telah melakukan tanggung 
jawab terhadap pekerja yang megalami kecelakaan pada saat bekerja dan tanggung 
jawab yang diberikan sesuai dengan akibat dari kecelakaan tersebut.
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Peneliti melakukan wawancara kepada karyawan yang pernah mengalami 
kecelakaan kerja, bahwa PT. Bosowa Mining melakukan pertanggung jawaban atas 
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kecelakaan kerja yang pernah terjad, dan pertanggung jawaban dilakukan sampai 
pekerja dapat masuk kerja.
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D. Pelaksanaan Pemulihan Lingkungan Hidup  
1. Pelaksanaan Pemulihan Lingkungan Hidup  Abiotik 
Berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa “setiap 
orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib 
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”42. Berdasarkan Pasal 16 huruf (d) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan 
bahwa “setiap penanam modal bertangung jawab atas menjaga kelestarian 
lingkungan hidup”43  
 Berdasarkan penjelasan di atas setelah melakukan penelitian, bahwa PT. 
Bosowa Mining Maros telah melakukan tanggung jawab pemulihan lingkungan 
abiotik tetapi belum dilakukan secara menyeluruh sebagaimana data yang telah 
didapatkan oleh penelti. Sebagaimana wawancara dan pengambilan gambar yang 
dilakukan oleh peneliti bahwa, “pemulihan lingkungan belum bisa dilakukan secara 
menyeluruh dikarenakan perusahaan PT Bosowa Mining belum menghentikan atau 
masih melakukan operasional pertambangan, pemulihan lingkungan hidup bisa 
                                                          
41
 Abd. Ghafar ( 35 tahun) Karyawan PT. Bosowa Mining, Wawancara, Maros, 15 
November 2014. 
42
 Repulik Indonesi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54 Ayat (1) 
43
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 





dilakukan secara maksimal kalau perusahaan sudah tidak melakukan operasional 
lagi”.44 
Pemulihan lingkungan abiotik yang dilakukan seperti reklamasi  yang 
dihubungkan dengan kegiatan pertambangan yaitu usaha untuk memperbaiki atau 
memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha 
pertambangan agar dapat befungsi secara optimal sesui dengan peruntukannya. 
 Reklamasi merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan untuk 
memperbaiki atau mengembalikan tata lingkungan agar lebih berdaya guna. Usaha 
ini harus dilakukan setiap pengusaha (pengusaha pertambangan) sesuai dengan 
peraturan pemerintah yang berlaku. 
Reklamasi di daerah bekas tambang dilakukan dengan cara pengambilan 
kembali tanah penutup (top soil) ke bekas daerah penambangan kemudian dilakukan 
pemupukan tanah untuk pengembalian kestabilan dan kesuburann tanah. Sehingga 
dapat ditemani tanaman yang lebih produktif bagi penduduk setempat, agar tata 
lingkungan tidak jauh berbeda dengan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan 
yang sebelumnya, maka dipilih bibit mahoni atau tanaman yang cocok dengan 
struktur tanah sebagai tanaman reklamasi. 
Kegiatan reklamasi akan dilakukan setelah kegiatan penambangan selesai, 
dalam hal ini setelah pertambangan pada suatu daerah selesai dilaksanakan dengan 
urutan kegiatan sebagai berikut: 
a. Pengupasan lapisan tanah penutup (top soil) dilaksanakan 
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b. Lapisan tanah penutup (top soil) tersebut dikumpulkan pada suatu tempat 
c. Kegiatan penambangan dan pengelaan 
d. Tiling dari proses pengolahan dimasukkan kembali pada blok yang telah 
di tambang 
e. Peralatan tinggi daerah penambangan dengan daerah sekelilingnya yang 
tidak ditambang 
f. Penyebaran lapisan tanah penutup (top soil) 
g. Penanaman dengan tanaman keras yang cocok dengan daerah tersebut 
2. Pelaksanaan Pemulihan Lingkungan Hidup Biotik 
 Berdasarkan pada Pasal 16 huruf (d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa “setiap penanam modal bertanggung 
jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup”.45 
 Berdasarkan penjelasan dan aturan pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan Pasal 96 huruf (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tetang Pertambangan 
dan Batu Bara. Bahwa PT. Bosowa Mining Maros telah melakukan pemulihan 
lingkungan biotik tetapi belum dilakukan  secara maksimal berdasarkan data-data 
yang telah di dapat oleh peneliti, sebagaimana hasil wawancara, bahwa “ perusahaan 
tidak bisa melakukan pemulihan secara meksimal jika perusahaan masil melakakan 
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produksi, tetapi perusahaan telah melakukan pemulihan di sebagian tempat yang 
sudah dianggap tidak akan dilalui kendaraan perusahaan”46. 
Berikut adalah pemulihan lingkungan biotik: 
a. Flora  
 Jenis flora yang ada di seitar lokasi penambangan Desa Baruga, Kecamatan 
Bantimurung, Kabupaten Maros diperkirakan akan memberikan dampak terhadap 
lingkungan yang ada disekitarnya termasuk jenis-jenis flora atau vegetasi yang 
tumbuhan dilokasi tersebut dilaksanakan dengan pengamatan langsung secara umum. 
Vegetasi yang tumbuh pada loksi tersebut tidak ditemukan tanaman yang dilindingi 
(edemik). Secara umum vegetasi  yang tumbuh disekitar lokasi PT. Bosowa Mining, 
vegetasi budidaya atau sebagai tanaman pekarangan serta tanaman produksi yang 
berfungsi sebagai penghijauan serta memberikan lingkungan yang asri dan dari hasil 
identifikasi tidak ditemukan adanya tumbuhan langka atau  yang dilindungi. 
Kegiatan revegetasi adalah kegiatan penanaman kembali pohon-pohon (jenis 
tanaman yang mudah tumbuh secara cepat dan merupakan  tanaman pohon yang 
tumbuh pertama kali seperti tanaman silfikultur: sengun, rembesi, johar dan lain-lain 
serta penaman kembali tanaman asli hutan: meranti, jati, bengkirai, kapur, sungkai, 
mahoni dan lain-lain) di area lahan bekas penambangan.Tujuan revegetasi adalah: 
1). Pencegahan terjadinya erosi dan mengurangi terbentuknya endapan 
 Sedimen 
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2). Memenuhi praktek revegetasi lahan pasca tambang yang bernilai tambah 
secara ekonomis dan budidaya lahan jangka pendek dan jangka panjang. 
b. Fauna (hewan) 
 Selama pengamatan berlangsung, jenis fauna (hewan) yang ditemukan sangat 
relative  kecil/sedikit jenisnya, dampak yang timbul tidak berpengaruh, pada kegiatan 
tersebut yang akan datang dan serta tidak ditemukan jenis fauna yang di lindungi. 
E. Sanksi Pelanggaran Terhadap Lingkungan oleh PT. Bosowa Mining di 
Kabupaten Maros 
Dasar konstitusi pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di Indonesia 
tercantum dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945 menegaskan bahwa, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyar”. 
Hak negara untuk mengusai dan mengatur kekayaan negara yang terkandung 
di dalamnya ini dijabarkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pasal 8 ayat (2) UULPH menetapkan 
bahwa pemerintah: 






2. Mengatur penyediaan, peruntukan penggunaan, pengelolaan lingkungan 
hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya 
genetika. 
3. Pengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antar orang dan/atau 
subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya 
buatan, termasuk sumber daya genetik. 
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial 
5. Mengembangkan pendanaan begi upaya pelestarian fungsi lingkungan 
hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
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Lingkungan hidup saat ini telah menjadi sebuah aset bagi suatu negara dalam 
melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, sangat wajar kalau pemerintah 
melakukan perlindungan terhadapnya. Sebab kalau terjadi perusakan atau 
pencemaran lingkungan hidup, maka pemerintah dapat mngambil langkah-langkah 
pencegahan dan tindakan prefentif hal ini dapat di buktikan dengan tersedianya 3 
(tiga) wadah atau sarana yang dijadikan dalam menuntut pelanggaran terhadap 




1. Pertanggungjawaban Administrasi 
Seperti diketahu bahwa penggunaan hukum administrasi dalam penegakan 
hukum lingkungan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi preventif dan reprensif. 
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Misalnya, pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
memungkinkan gubernur untuk mengeluarkan paksaan pemerintah untuk mencegah 
dan mengakhiri pelanggaran, untuk menanggulangi akibat dan untuk melakukan 
tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan.
49
 
Sanksi hukum administrasi adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat 
dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melaui proses pengadilan terhadap 
seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan 
administrasi. Beberapa contoh pelanggaran dari pelanggaran hukum lingkungan 
administrasi adalah menjalankan tempat usaha tanpa memiliki izin-izin yang 
diperlukan, kegiatan usaha misalnya industri, hotel, dan rumah sakit, membuang 
limbah tanpa izin pembuangan air limbah, kegiatan usaha telah memiliki temapat 
pembuangan air limbah, tetapi jumlah atau konsentrasi buang air limbahnya melebihi 
baku mutu air limbah yang dituangkan dalam izin pembuangan air limbahnya, serta 




Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu 
pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama 
ditunjukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang 
dialanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah 
sebagai berikut: 
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a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang) 
b. Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom) 
c. Pencabutan tempat usaha (Sluiting van een inrichting) 
d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling van een 
toestel) 




Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tidak mendapatkan pelanggaran 
administrasi pada PT. Bosowa Mining Maros atau dengan kata lain bahwa 
perusahaan tersebut telah melakukan prosedur administrasi sesuai dengan 
peraraturan perundang-undangan. 
2. Pertanggungjawaban Perdata 
Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata, 
menurut Mas Ahmad Santosa untuk menentukan seseorang atau badan hukum 




Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”): 
“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 
perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau 
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lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan 
tertentu.”53 
Di dalam hukum perdata megatur tentang ganti rugi akibat perbuatan 
melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak 
lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu 
dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan 
pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW).
54
 
Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 
KUH Perdata, adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut”55. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu 
perbuatan yang melanggar Undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan 
kepatutan. 
Untuk itu setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan 
hukum (pencemaran lingkungan) harus bertangung jawab atas kerugian yang dialami 
oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainya. Pertanggung jawaban 
tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan adminisrasi. Untuk itu 
mengenai pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggung 
jawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum. 
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Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 
2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan 
menjelaskan hal-hal mengenai ganti rugi adalah sebagai berikut: 
Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: 
“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau 
lingkungan hidup atau negara wajib: 
a. melakukan tindakan tertentu; dan/atau 
b. membayar ganti kerugian.” 
 
Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa: 
“Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a meliputi: 
a.       pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 
b.     penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 
dan/atau 
c.       pemulihan fungsi lingkungan hidup.” 
 
Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa: 
“(1)   Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
meliputi: 
a.  kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, 
emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; 
b.     kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; 
c.      kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi 
sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian 
dan pelaksanaan tindakan tertentu; 
d.     kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi 
lingkungan hidup; dan/atau 
e.     kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup. 
(2)  Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi kerugian yang: 





b.      bersifat tidak tetap. 
(3)  Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf 
d merupakan kerugian yang bersifat tetap. 
(4)  Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kerugian 
yang bersifat tidak tetap.”56 
 
Selanjutnya dalam pasal 145 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara, menyatakan: 
“masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha 
pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan 
dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesui dengan ketentuan 
perundang-undangan”57 
  
Berdasarkan penjelasan dan uraian pasal diatas, data yang didapat oleh 
peneliti berdasarkan penelitian dan wawancara dengan mesyarakat sekitar daerah 
pertambangan, “ bahwa PT. Bosowa Mining melakukan ganti rugi secara langsung 
kepada masyarkat sekitar terhadap pelanggarn yang dilakukan oleh perusahaan”58 
dan keterangan warga tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan 
oleh salah satu pegawai perusahaan,” bahwa perusahaan berkewajiban mengganti 
kerugian yang di akibatkan oleh operasional perusahaan.
59
 Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut, PT. Bosowa Mining telah melakukan pertanggung jawaban 
berdasarkan undang-undang. 
3. Pertanggungjawaban pidana 
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Penegakan hukum pidana merupakan ultium remedium atau upaya hukum 
terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara 
atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki 
lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penngakan hukum pidana ini dapat 
menimbulkan faktor penjera (deterrant factor) yang sangat efektif. Oleh karena itu, 
dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif. 
Penjatukan sanksi pidana terdapat pencemaran dan pengrusakan lingkungan 
hidup dari sisi hubungan antara Negara dan masyarakat adaah sangat diperlukan 
karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (social defence) dan 
lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (verboden) dan perbutan yang 




Menurut Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: “setiap perbuatan melanggar hukum berupa 
pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang menimbulakan kerugian 
pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha 
ada/atau kegiaan untuk membayar ganti rugi dan/atau malakukan tindakan 
tertentu”61. Serta dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa: “barang siapa yang 
secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
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pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana paling 
lama 10 (sepuluh) tahun denda paling banyak Rp 50,000.00,- (lima puluh juta 
rupiah).” 
Menurut Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “setiap 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang malakukan perbuatan melanggar 
hukum berupa pencemaran dan/atau perusakana lingkungan hidup yang 
menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti 
rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”62. Serta dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dinyatakan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan dilammpauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air 
laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingg sedikit 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah)”63. 
Berdasarkan penjelasan dan uraian pasal diatas maka PT. Bosowa Mining 
Maros telah melakukan pertanggungjawaban pidana karena berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan pelanggaran yang terjadi. 
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 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Kesimplan pada permasalahan pertama bahwa PT. Bosowa Mining belum 
melakuakan pemulihan lingkungan Abitik secara maksimal, maupun 
melakukan pemulihan lingkungan Biotik serta pemulihan lingkungan sosial 
yang ada disekitar wilayah pertambangan.  
a. Pemulihan lingkungan abiotik  seperti melakuakan penutupan tanah bekas 
galian. 
b. Pemulihan lingkungan biotik, pada pemulihan terbagi atas dua jenis 
pemulihan  yaitu pemulihan flora dan fauna.  
1) Pemulihan flora seperti melakukan silfikultur. Pemulihan ini belum 
dilakukan secara maksimal dekarenakan perusahaan masih pelakukan 
kegiatan penambangan 
2) Pemulihan fauna. Pada pemulihan fauna tidak dilakuka secara 
maksimal dikarenakan pada tempat tersebut tidak terdapat fauna atau 
hewan yang dilindungi. 
c. Pemulihan lingkungan sosial atau pertanggungjawaban sosial  
1). Pertanggungjawaban terhdap masyarakat sekitar dengan cara 
menerima masyarakat sekitar sebagai pekerja/buruh, memberikan 
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bantuan jika ada kegitan atau acara masyarakat, bantuan dalam 
pembangunan sarana umum dan menjaga kelestarian lingkungan 
sekitar. 
2). Pertanggungjawaban terhadap pekerja/buruh dengan cara memberikan 
biaya kecelakaan kerja berdasarkan akibat dari kecelakaan. 
2. pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup belum dilakukan secara maksimal 
dikarenakan perusahaan perusahaan masih pelakukan kegiatan 
pertambangan.  
3. pertanggungjawaban pelanggaran PT. Bosowa Mining meliputi: 
a. pertanggungjawaban administrasi, tidak ada pelanggaran administrasi 
karena perusaan telaha menyelesaikan  prosedur administrasi sesuai 
dengan Undang-Undang. 
b. pertanggungjawaban perdata, ada terjadi pelanggran perdata, tetapi telah 
diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara penyelesaian senketa 
non liigasi. 
c. pertanggungjawaban pidana, belum pernah terjadi pelanggaran pidana. 
B.  Implikasi Penelitian 
1. Dengan adanya pertanggungjawaban lingkungan PT Bosowa Mining lebih 
memperhatihan lingkungan yang ada disekitar wilayah pertambangan dan 
segera melakukan pemulihan lingkungan.   
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2. PT Bosowa Mining seharusnya segera melakukan penutupan lubang-
lubang pasca galian tambang agara tanah tersebut bisa difungsikan seperti 
sediakala. 
2. Dengan adanya sanksi, sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan 
damapak yang diakibatkna dari operasional perusahaan dan memberikan 
ganti rugi kepada masyarakat sekitar atau memberikan ganti rugi kepada 
masyarakat sekitar sesui dengan dampak yang ditimbulkan dan tidak 
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